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Kata kunci : Hukum Perdata, Wanprestasi 
Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui mekanisme penyelesaian 
wanprestasi di PT Armada Finance Salatiga. Tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui penarikan kendaraan sepeda motor akibat 
wanprestasi di PT Armada Finance Salatiga, mengetahui mekanisme penyelesaian 
wanprestasi dan penarikan kendaraan sepeda motor akibat wanprestasi menurut 
Hukum Perdata. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif, 
sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data 
yang terkumpul dianalisis dengan cara display data, reduksi data dan verifikasi.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang pertama upaya mekanisme 
penyelesaian kredit macet di PT Armada Finance Salatiga telah memberikan 
pernyataan lalai kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Apabila debitur 
belum mampu membayar angsuran selama 3 kali somasi maka akibat hukum bagi 
debitur yang wanprestasi adalah hak eksekusi penarikan barang jaminan dan setelah 
eksekusi barang jaminan pihak debitur masih bisa melunasi hutangnya dalam 
jangka waktu 7 hari, jika debitur belum membayar maka pihak kreditur berhak 
menjual barang jaminan untuk melunasi hutang debitur. Kedua upaya dalam 
penarikan kredit macet kendaraan bermotor sebelumnya pihak PT Armada Finance 
Salatiga sudah memberi somasi agar debitur segera membayar angsuran serta denda 
keterlambatan. Bila debitur melanggar dalam perjanjian yang telah disepakati, 
maka pihak PT Armada Finance Salatiga menentukan klausula X nomor 1 (satu) 
yang ada pada Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT 
Armada Finance Salatiga yang berisi debitur menyerahkan barang jaminan berupa 
kendaraan bermotor. Ketiga PT Armada Finance Salatiga memberlakukan 
ketentuan yang ada dalam KUHPerdata yang diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata 
untuk pemberian teguran kepada debitur dan Undang-Undang Jaminan Fidusia 
No.42 Tahun 1999 untuk eksekusi sita barang jaminan menggunakan ketentuan 
yang diatur pada Pasal 15 dan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 
Tahun 1999. Hal ini membuktikan bahwa akibat penarikan kendaraan sepeda motor 
adalah kelalaian dari debitur sendiri, kemudian proses penarikan di PT Armada 
Finance Salatiga telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada pasal 1238 
KUHPerdata dan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk pelaksanaan 
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A. Latar Belakang 
Penggunaan kendaraan sepeda motor di Indonesia sedemikian 
populer, itu semua dikarenakan harganya yang relatif murah, terjangkau 
untuk beberapa kalangan dan penggunaan bahan bakarnya irit, serta biaya 
operasionalnya juga standar. 
Dalam kehidupan tidak dipungkiri lagi bahwa setiap manusia 
memerlukan alat transportasi yang dalam hal ini berupa kendaraan 
bermotor. Pada era modern seperti saat ini kebutuhan untuk memiliki 
kendaraan bermotor adalah sesuatu yang berangsur menjadi sebuah 
kebutuhan primer. Hal tersebut didasari akan kegiatan manusia yang 
semakin dinamis dalam kaitannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, 
pemenuhan kebutuhan hidup, keperluan bisnis, serta berbagai aktivitas 
sehari-hari lainnya. Dampak dari perubahan kebutuhan tersebut berimbas 
pada adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan 
khususnya di Indonesia setiap tahunnya.  
Bagi sebagian masyarakat tertentu harga motor tidak terjangkau jika 
dibeli dengan harga kontan, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan 
kendaraan tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitasnya. 
Di lain pihak, dealer motor menginginkan agar produknya terjual kepada 
masyarakat sehingga mendapatkan keuntungan. Akhirnya banyak 




 Kredit kendaraan melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian 
pembiayaan lazim disebut leasing. Pada waktu menandatangani perjanjian 
kredit tersebut tidak banyak konsumen yang secara cermat meneliti isi dari 
perjanjian tersebut. Objek dalam perjanjian kredit adalah sejumlah uang 
atau barang tertentu yang sistem pembayarannya dilakukan secara 
mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.1 
Seringkali konsumen hanya menandatangani saja tanpa pernah 
faham isi perjanjiannya. Sebenarnya sepanjang berlakunya perjanjian 
leasing tersebut, di mata hukum konsumen belumlah menjadi pemilik 
kendaraan. Menurut perjanjian pembiayaan, kendaraan tersebut masih 
dimiliki perusahaan pembiayaan (kreditur). Debitur hanyalah sebagai 
peminjam atau pemakai saja. Kendaraan baru menjadi milik debitur bila 
semua angsurannya telah dilunasi 
Didalam kredit memiliki hak dan kewajiban para pihak dalam 
perjanjian kredit, kewajiban kreditur adalah menyerahkan barang kredit atau 
uang kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan 
bunganya. Hak debitur adalah menerima sebuah barang atau sejumlah uang 
yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur adalah 
membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh 
pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu perjanjian 
kreditur telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penentuan jangka waktu 
                                                          
1 Evi Ariyani. Hukum Perjanjian Implementasinya Dalam Kontrak Karya. (Salatiga: 
STAIN Salatiga Press, 2012). Hlm. 59-60 
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tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur. Semakin lama 
jangka waktu kredit maka angsuran semakin kecil sebaliknya semakin 
pendek jangka waktu kredit maka semakin besar angsuran yang harus 
dibayar debitur. Dalam praktik dilembaga perbankan hak dan kewajiban 
para pihak dalam perjanjian kreditur ditentukan secara sepihak oleh pihak 
kreditur dan debitur tinggal menyetujui atau menolak perjanjian tersebut.2 
Untuk mengatasi masalah ini muncullah lembaga pembiayaan. 
Salah satu bentuk lembaga pembiayaan kendaraan bermotor adalah leasing. 
Leasing atau lembaga pembiayaan dibentuk berdasarkan tugas pengaturan 
dan pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem 
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 
kegiatan didalam sektor jasa keuangan.  
Menurut Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata kesalahan dapat 
terjadi karena kesengajaan dan kelalaian, kesengajaan terjadi pada debitur 
apabila perbuatan yang dilakukannya memang diketahui dan dikehendaki. 
Masalah baru muncul ketika debitur lalai tidak membayar angsurannya 
secara tepat waktu, sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan 
terjadinya kelalaian atau kredit macet dalam perjanjian pembiayaan 
(leasing) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan memicu 
perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan 
terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur yang banyak 
                                                          
2Ibid, hlm. 59-60 
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dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan 
ketentuan hukum yang berlaku.  
Dalam perjanjian atau hukum kontrak mempunyai ketentuan-
ketentuan umum yang meliputi tentang wanprestasi. Wanprestasi ialah tidak 
memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan 
dalam perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.3 Akibat 
adanya wanprestasi yaitu perikatan tetap ada apabila kreditur masih dapat 
menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat 
memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi 
akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. 
Pada lembaga keuangan konvensional apabila debitur sudah 
diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih, maka jika debitur tidak 
melakukan prestasinya akan dikenai sanksi pembatalan perjanjian. Dalam 
hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan 
sebelum perjanjian diadakan. Hal ini membawa konsekuensi bagi debitur 
kehilangan uang angsuran yang telah dibayar sebelumnya (jika ada), 
kehilangan uang muka yang telah disetorkannya kepada kreditur awal 
terjadinya perjanjian, serta penarikan kembali kendaraan. Konsekuensi 
kehilangan uang muka yang telah dibayar oleh debitur yang wanprestasi 
dianggap sebagai penggantian kerugian atas batalnya perjanjian jual beli 
                                                          
3 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori, dan Tekhnik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2005)  hlm 98.   
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bagi kreditur. Oleh karenanya debitur tidak dapat menuntut uang muka 
tersebut kembali.4 
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti 
tertarik untuk meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Perdata Terhadap 
Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Wanprestasi”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut, sebagian pijakan penulisan skripsi ini, ada 
beberapa pokok masalah yang menarik untuk dikaji yaitu : 
1. Bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi di PT Armada 
Finance Salatiga? 
2. Bagaimana penarikan kendaraan bermotor akibat wanprstasi di PT 
Armada Finance Salatiga? 
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian penarikan kendaraan bermotor 
akibat wanprestasi menurut Hukum Perdata? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian wanprestasi di PT Armada 
Finance Salatiga. 
                                                          
4 Asmaul Husna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada 




2. Untuk mengetahui proses penarikan kendaraan bermotor akibat 
wanprstasi di PT Armada Finance Salatiga. 
3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dan penarikan kendaraan 
bermotor menurut Hukum Perdata. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Dengan adanya pelaksanaan penelitian sebagai sarana 
pengembangan dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang 
berkaitan dengan hukum perikatan dalam hal perjanjian pembiayaan 
kendaraan bermotor. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat member masukan terhadap 
pembangunan hukum, terutama dalam perumusan kebijakan oleh 
pemerintah dibidang perjanjian leasing. Serta meningkatkan 
pengetahuan penulis terhadap permasalah-permasalahan yang berkaitan 
dengan penelitian ini dan diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang 
berminat terhadap masalah yang sama. 
 
E. Telaah Pustaka 
Acuan atau dasar berupa teori atau temuan dari berbagai penelitian 
sebelumnya merupakan hal yang kiranya perlu dijadikan data pendukung 
dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang terdahulu yang hampir memiliki 
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kesamaan topik dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara 
lain : 
1. Penelitian dari Betrik Ariesta pada tahun 2010 yang berjudul Tinjauan 
Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli 
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT Federal Internasional 
Finance Surakarta) tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui 
kapan debitor dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli 
kendaraan bermotor pada PT Federal Internasional Finance (FIF) 
Surakarta serta mengetahui bagaimana penyelesaiannya menghadapi 
kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian 
sewa beli kendaraan bermotor pada PT Federal Internasional Finance 
(FIF) Surakarta. 
Kesamaan keduanya yaitu sama-sama membahas mengenai 
wanprestasi pada kendaraan bermotor serta menggunakan penilitian 
kualitatif. Perbedaan dari penelitian keduanya sudah jelas bahwa 
penelitian ini akan dilakukan di PT Armada Finance Salatiga 
sedangkan penelitian tersebut di PT Federal Internasional Finance 
Surakarta. Dan juga penelitian tersebut difokuskan pada penyelesaian 
wanprestasi, sedangkan penelitian ini difokuskan pada tinjauan 
hukum akibat wanprestasi. 
2. Penelitian skripsi dari Diego Amal Akbar yang berjudul Akibat 
Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan 
Bermotor (Studi Putusan Nomor 607 K/PDT. SUS-BPSK/2018) Pada 
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Tahun 2019. Hasil dari penelitian tersebut berupa hak eksekusi atau 
jaminan kredit dari penarikan mobil oleh kreditur yaitu akibat hukum 
bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan 
kendaraan bermotor. 
Kesamaan dari skripsi keduanya yaitu sama-sama jenis penelitian 
kualitatif dan juga membahas mengenai wanprestasi dalam kendaraan 
bermotor. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini membahas 
mengenai tinjauan hukum perdata yang namun penelitian milik Diego 
Amal Akbar membahas mengenai akibat hukum dari studi putusan 
Nomor 607 K/PDT. SUS-BPSK/2018. 
 
F. Penegasan Istilah 
1. Hukum adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak 
tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum 
atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau 
pengadilan dalam Negara Indonesia.5 
2. Hukum Perdata adalah adalah hukum yang mengatur kepentingan warga 
Negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya. 
3. Penarikan adalah withdrawal yaitu simpanan penarikan dana dan 
simpanan yang ada di bank dengan menggunakan cek, wesel, atau slip 
pengambilan, biasanya penarikan simpanan (deposito) yang belum jatuh 
                                                          
5 Daeng Naja, Woeker Ordonantie Riba dalam Hukum Positif,  (Ponorogo: Uwais 
Inspirasi Indonesia, 2019), Hlm. 45 
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tempo akan dikenakan penalty, guna penarikan agunan suatu pinjaman 
dengan menyediakan agunan baru. 
4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan  
teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. 
Tetapi menurut KBBI kata kendaraan bermotor adalah kendaraan yang 
memakai mesin (motor) untuk menjalankannya. 
5. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji yaitu salah satu 
pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan, karena sesuatu sebab 
lalai atau kekhilafan, paksaan dan penipuan.6 
 
G. Metode Penelitian  
Metode yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam 
skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian 
kualitatif untuk  menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah 
dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Teknik wawancara 
yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 
mendalam (In depth interview) adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 
antara pewawancara dengan informan7 
                                                          
6 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, (Jakarta: Kencana, 
2014). Hlm. 225 
7 Sandu Siyoto & Ali Sodik, 2015, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 
Media Publishing). Hlm. 27 
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2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di PT Armada Finance Kota 
Salatiga Jl. Jendral Sudirman No.298, Gendongan Tingkir, Ledok, 
Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Penulis memilih Armada 
Finance Salatiga karena penulis menganggap tempat ini sebagai 
tempat yang tepat untuk diteliti dan juga memiliki masalah yang sesuai 
dengan penarikan kendaraan bermotor akibat wanprestasi atau 
menunggak pembiayaan cicilan motor di Armada Finance Kota 
Salatiga. 
3. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu8 : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata 
yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang 
dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah 
subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel 
yang diteliti.  Dalam penelitian ini yang menjadi informan 
adalah kepala dan karyawan PT Armada Finance Salatiga. 
Adapaun untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara 
dengan para informan yang telah ditentukan meliputi berbagai 
hal yang kaitannya dengan penarikan kendaraan bermotor akibat 
wanprestasi. 
                                                          
8 Ibid, hlm. 28 
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b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari 
berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen grafis 
(tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, dan lain-lain yang 
dapat memperkaya data primer dari hasil penelitian yang terkait 
dengan penarikan kendaraan bermotor akibat wanprestasi yang 
berada di PT Armada Finance Salatiga. 
c. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
meliputi : 
1) Metode Wawancara/Interview 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 
digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-
keterangan lisan melalui dialog dan tatap muka langsung 
dengan orang yang dapat memberikan informasi kepada 
penulis.9 Untuk mendapatkan data ada orang yang di 
wanwancarai yaitu kepala lembaga pembiayaan, karyawan 
lembaga pembiayaan, dan debitur atau konsumen.  
2) Metode Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 
tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. 
                                                          
9 Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 
2008). Hlm. 153 
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Dokumen yang diteliti berupa dokumen seperti foto, 
dokumen profil kantor. Dalam penelitian kualitatif 
dokumen merupakan perlengkap dari penggunaan metode 
wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan 
dokumen dan data-data yang diperlukan dalam 
permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam 
sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan 
dan pembuktian suatu kejadian.10 
 
H. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. 11 
Adapun yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu data 
analisis kualitatif, aktivitas dalam analisis data meliputi : 
1. Display data, peneliti menyajikan semua data yang diperolehnya 
dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. 
2. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
                                                          
10  Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang 
Pendidikan. (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). Hlm. 73-74 




3. Dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, 
maka akan memberikan gambaran yang lebih tajam. 
4. Verifikasi data, peneliti berusaha untuk mencari data yang 
dikumpulkan untuk menjawab tujuan penelitian.12 
 
I. Pengecekan Keabsahan Data 
Dalam hal ini peneliti berusaha memperoleh keabsahan data temuan. 
Teknik yang dipakai untuk menguji keabsahan temuan tersebut yaitu teknik 
triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding 
terhadap data-data itu. 
Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua 
macam yaitu: 
1. Triangulasi sumber data  
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
sumber.13 Digunakan untuk membandingkan data-data yang 
diperoleh dari informasi yang satu dengan yang lainnya dan 
mengecek kebenaran informasi.  
 
 
                                                          
12 Ibid, hlm. 247 
13Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang 
Pendidikan. (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). Hlm. 94-95  
14 
 
2. Triangulasi teknik  
Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan 
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 
yang berbeda.14 Dalam metode ini pengecekan keabsahan data untuk 
membuktikan bahwa penelitian ini adalah hasil karya atau temuan 
sendiri, tidak ada plagiat dari sumber atau peneltian sebelumnya. 
 
J. Tahap-Tahap Penelitian 
Adapun tahapan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Perdata 
Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Wanprestasi (Studi Kasus 
di PT Armada Finance Kota Salatiga)” sebagai berikut : 
1. Kegiatan administrasi yang meliputi mengajukan proposal untuk 
melaksanakan penelitian dari ketua IAIN Salatiga kepada kepala 
Armada Finance Kota Salatiga guna menyusun pedoman wawancara 
dan kegiatan administrasi lainnya. 
2. Kegiatan lapangan melakukan wawancara kepada pimpinan, 
karyawan, dan konsumen Armada Finance Kota Salatiga. 
3. Dilanjutkan ke tahap pembuatan proposal penelitian kemudian setelah 
selesai membuat proposal penelitian langkah selanjutnya ialah 
melakukan penelitian dan menyusun hasil penelitian tersebut. 
 
 
                                                          
14 Ibid, hlm. 95 
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K. Sistematika Penulisan 
Untuk tercapainya tujuan penulisan skripsi sebagai karya ilmiah 
harus memenuhi syarat-syarat logis dan sistematis. Dalam membahasnya 
penulis menyusun dalam lima bab yang antara bab satu dengan bab-bab 
berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 
Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut : 
Bab I : Pendahuluan, di dalam bab ini berisi pokok permasalahan 
yang mencangkup latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, 
metode penelitian, analisis data, pengecekan keabsahan, 
tahap-tahap penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab II  : Landasan dan teori kajian pustaka pada bab ini penulis 
mengemukakan berbagai hal yang merupakan landasan teori 
dari penulisan skripsi ini. Hal-hal yang penulis kemukan 
dalam bab ini adalah perjanjian dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, jaminan fidusia, dan wanprestasi, 
yang meliputi tentang pengertian dan dasar hukum 
wanprestasi, bentuk, akibat hukum dan asas-asas perjanjian. 
Bab III  :Mengenai penyebab debitur wanprestasi, mekanisme 
penyelesaian dan penarikan akibat debitur wanprestasi 
Bab IV  :Pembahasan pada bab ini penulis membahas secara lebih 
khusus dengan menganalisis terhadap penyelesaian dan 
16 
 
penarikan yang di tinjau dalam Hukum Perdata terhadap 
penarikan kendaraan bermotor akibat wanprestasi. 
Bab V :Penutup, sebagai akhir rangkaian dari penulisan skripsi ini, 
penulis menyimpulkan secara singkat, padat dan merupakan 
formulasi dari bab-bab terdahulu dan diakhiri dengan saran-
saran dan penutup. Serta dilengkapi dengan daftar pustaka 





PERJANJIAN KREDIT DAN WANPRETASI DALAM KITAB 
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM 
 
A. Perjanjian 
1. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) 
Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan 
orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan adanya 
kontrak atau perjanjian. Pengertian istilah kontrak atau persetujuan yang 
diatur dalam buku III bab kedua KUHPerdata Indonesia, sama saja 
dengan pengertian perjanjian. Dalam tampilannya yang klasik, untuk 
istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah “perjanjian” sebagai 
terjemahan dari “agreement” dalam bahasa Inggris, atau 
“overenkomst” dalam bahasa Belanda.15 
Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 
berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut 
definisi perjanjian yang klasik, perjanjian adalah perbuatan hukum, 
bukan hubungan hukum, sesuai dengan bunyi pasal 1313 KUHPerdata 
yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu 
orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih. Dua 
                                                          
15 Evi Ariyani, Hukum Perjanjian Implementasi dalam Kontrak Karya, (Salatiga: STAIN 
Salatiga Press, 2012), hlm. 1 
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pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan 
kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. 
Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, 
menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar 
maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum 
atau sanksi. Menurut definisi yang konvensional perjanjian bukan 
hubangan hukum melainkan perbuatan hukum.16 
Salim H.S menyatakan bahwa definisi perjanjian dalam pasal 1313 
KUHPerdata adalah tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut 
perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme dan bersifat dualism. 
Ketidak jelasan definisi diatas disebabkan dalam rumusan tersebut 
hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan 
hukum pun disebut dengan perjanjian. 
Abdulkadir Muhammad mengatakan tentang arti perjanjian yang 
sah sebagai  berikut “Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang 
memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga 
bisa diakui oleh hukum. 
a. Asas-Asas Perjanjian 
Dalam perjanjian, pihak yang wajib untuk melakukan suatu 
prestasi, dalam hal ini debitur dapat menentukan terlebih dahulu 
dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi 
                                                          
16 Ibid, hlm. 2 dan 4 
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prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak dan kewajiban yang 
ada pada lawan pihaknya, apa, kapan, dimana, dan bagaimana ia 
akan memenuhi prestasinya tersebut.17 
Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara 
hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang 
dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, 
yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi  batas atau 
rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat 
hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para 
pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.18 
Berikut ini dibahas asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
1) Asas Kebebasan Berkontrak 
Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang 
sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak 
bebas, pencaran dari hak manusia. Kebebasan berkontrak 
dilatar belakangi oleh paham individualism yang secara 
embrional lahir di zaman Yunani, yang menyatakan bahwa 
setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang 
dikehendakinya, dalam Hukum Perjanjian Filsafah ini 
                                                          
17 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 14 
18Ibid, hlm. 14 
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diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak” dan hal ini 
menurut teori laissez fair, dianggap sebagai The Invisible 
hand, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan 
intervensi, paham individualism member peluang yang luas 
bagi golongan yang lemah. Dengan kata lain, pihak yang kuat 
menentukan kedudukan yang lemah. 
Sebelumnya semua persetujuan yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak dapat 
diberlakukan secara mutlak. Dikatakan demikian karena asas 
ini kecualikan dalam hal-hal berikut : 
a) Adanya keadaan memaksa (overmacht atau force 
majeure) 
b) Berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang 
menyebutkan bahwa “Persetujuan-persetujuan tidak 
hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas 
dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu 
yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh 
kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”19 
2) Asas Konsensualisme 
Menurut Syahmin (2006). Suatu perjanjian timbul apabila 
telah ada consensus atau persesuaian kehendak antara para 
                                                          
19 I Ketut Oka Setawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika,2017), Hlm. 45-46 
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pihak, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak 
mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah 
satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat 
kekeliruan akan objek kontrak. Asas konsensualisme tidak 
mensyaratkan suatu kontrak harus dibuat dalam bentuk yang 
tertulis, kecuali beberapa bentuk dari kontrak tersebut yang 
harus dibuat dalam bentuk yang tertulis, sebagai contohnya 
adalah kontrak perdamaian, kontrak pertanggungan dan 
kontrak hibah.20 
3) Asas Kepribadian 
Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1240 
KUHPerdata. Bunyi Pasal 1315 KUHPerdata. “Pada 
umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama 
sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada 
untuk dirinya sendiri”. 
Sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerdata 
“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak 
yang membuatnya”  
Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang 
mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut 
                                                          
20 Evi Ariyani, Hukum Perjanjian Implementasi Dalam Kontrak Karya, (Salatiga: STAIN 
Salatiga Press, 2012), hlm. 10-11 
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dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu 
perjanjian.  
Menurut Badrulzaman (1995:94) KUHPerdata 
membedakan tiga golongan yang tersangkut dalam suatu 
perjanjian yaitu: 
a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri 
b) Para ahli mereka dan mereka yang mendapatkan hak dari 
padanya 
c) Pihak ketiga.21 
4) Asas Keseimbangan  
Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan 
melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur 
mempunyai hak untuk menutut prestasi, bila perlu melalui 
kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan 
janji itu dengan iktikad baik, sehingga kreditur dan debitur 
keduanya seimbang. 
5) Asas Kepastian Hukum 
Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga 
mengandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam pasal 
1318 ayat (1) KUHPerdata. Kepastian ini terungkap dari 
                                                          
21 I Ketut Oka Setawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 47 
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kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-
undang bagi para pihak.22 
6) Asas Moral 
Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan suka rela dari 
seseorang seperti zaakwaarneming yang diatur dalam Pasal 
1315 KUHPerdata. Begitu juga asas ini dapat ditemui dalam 
pasal 1339 KUHPerdata yang member motivasi kepada pihak-
pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal 
dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga kebiasaan dan 
kepatutan (moral). 
7) Asas Kepatutan  
Menurut Badrulzaman, 200:89) Asas ini dapat dijumpai 
dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang antara lain 
menyebutkan bahwa “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk 
hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga 
segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh 
kepatutan”23 
Asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui 
asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak 
ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. 
 
                                                          
22 Ibid, hlm. 47 
23 Ibid, hlm. 48 
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b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 
Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu : 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3) Suatu hal tertentu  
4) Suatu sebab yang halal 
Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian 
atau biasa disebut syarat subyektif maupun syarat mengenai 
perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat 
obyektif. 
Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah 
persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara 
penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan 
berbagai sara, baik dengan tertulis maupun tidak tertulis. Dikatakan 
tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan 
cara yang tidak tertulis, dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya 
menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yg tidak 
secara lisan.24 
Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan menurut hukum 
untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Percakapan ini 
                                                          
24 Ahmadi Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 
1456 BW, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 67 
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ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, 
walaupun usianya belum mencapai umur 21 tahun.  
Khusus untuk orang yang menikah sebelum umur 21 tahun 
tersebut, tetap dianggap cakap walaupun dia bercerai sebelum 
mencapai usia 21 tahun. Jadi janda atau duda tetap dianggap cakap 
walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.  
Walaupun ukuran kecapakan didasarkan usia 21 tahun atau 
sudah menikah, tidak semua orang mencapai usia 21 tahun dan telah 
menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum 
karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 tahun 
atau sudah menikah, tetapi tetap dianggap tidak cakap karena berada 
dibawah pengampuan, missal karena gila atau bahkan karena boros. 
Mengenai hal tersebut, sebagai syarat ketiga untuk sahnya 
perjanjian ini menerangkan  tentang harus adanya obyek penelitian 
yang jelas. jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa obyek 
yang tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak 
tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata seautu itu 
tidak menunjukan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.25 
Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga 
merupakan syarat tentang ini perjanjian, kata halal di sini bukan 
dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam 
                                                          
25Ibid, hlm. 68-69 
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hukum islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi 
perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang 
kesusilaan dan ketertiban umum. 
c. Momentum Terjadinya Perjanjian 
Pasal 1320 hanya menyebutkan bahwa terjadinya perjanjian 
adalah setelah adanya kata sepakat dari kedua belah pihak yang 
membuat perjanjian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa ada 
empat teori lahirnya kontrak, yaitu : 
1) Teori pernyataan menurut teori pernyataan, kesepakatan 
(Uitingstheorie) 
Menurut teori pernyataan, kesepakatan (toesteming) terjadi 
pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa 
ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang 
menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk 
menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan 
teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap terjadinya 
kesepakatan secara otomatis. 
2) Teori Pengiriman (Verzendtheorie) 
Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila 
pihak yang menerima penawran mengirimkan telegram. Kritik 
terhadap teori ini, bagaiman hal itu bisa diketahui. Bisa saja, 
walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang 
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menawarkan. Teori ini sangat teoritis dianggap terjadinya 
kesepakatan secara otomatis.  
3) Teori Keberatan (Vernemingstheorie) 
Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi 
apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya 
acceptatie atau penerimaan, tetapi penerimaan itu belum 
diterimanya. Kritik terhadap teori ini bagaimana ia mengetahui 
isi penerimaan apabila ia belum menerimanya. 
4) Teori Penerimaan (Ontvangstheorie) 
Menurut toeri penerimaan bahwa toesteming terjadi pada 
saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari 
pihak lawan.26 
 
d. Akibat Perjanjian 
Di dalam pasal 1338 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh 
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik.27 
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Apabila dicermati pasal ini, khususnya ayat (1) atau alinea (1), 
sebenarnya ada tiga hal pokok (asas) yang terkandung di dalamnya, 
yaitu : 
1) Pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” 
menunjukan asas kebebasan berkontrak 
2) Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan 
asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut asas pacta sunt 
servanda 
3) Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan 
asas personalitas 
Ayat (2) atau alinea (2) pasal ini menentukan bahwa perjanjian 
tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. 
Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena 
ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, 
maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. 
Selain itu pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada 
alasan yang cukup oleh undang-undang. 
Ayat (3) atau alinea (2), ini merupakan sandaran asas iktikad baik, 






e. Macam-Macam Perjanjian 
1) Perjanjian dengan cuma-cuma atau dengan  beban, pengertian 
ini terdapat dalam pasal 1314 ayat (2) suatu perjanjian dengan 
cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang 
satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, 
tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Pasal 1314 
ayat (3) adalah suatu perjanjian atas beban adalah suatu 
perjanjian yang mewajibkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak 
berbuat sesuatu.28 
2) Perjanjian sepihak dan timbal balik. Perjanjian sepihak adalah 
perjanjian di mana hanya terdapat kewajiban pada salah satu 
pihak saja, misalnya hibah. Perjanjian timbale balik adalah 
perjanjian yang memberikan kewajiban dan hak kepada kedua 
belah pihak. Contoh dari perjanjian timbal balik adalah jual beli 
dan sewa menyewa. 
3) Perjanjian konsensuil dan riil adalah perjanjian yang timbul dari 
lahir karena kata sepakat para pihak, sedangkan dalam perjanjian 
riil, kata sepakat para pihak terjadi bersamaan dengan 
penyerahan barangnya. 
4) Perjanjian bernama, tidak bernama dan campuran. Perjanjian 
bernama adalah perjanjian yang dimana undang-undang telah 
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mengatur dalam pasal 1319 semua perjanjian, baik yang 
mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan 
suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum.29 
 
B. Wanprestasi 
1. Pengertian Wanprestasi 
Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan 
dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi 
dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi 
kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Perkataan 
wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti “prestasi buruk”. 
Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai 
atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur 
melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.30 
 
2. Bentuk Wanprestasi 
a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan 
perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun 
prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan 
waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu 
disebut juga kelalaian. 
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b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya lambat, 
tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan 
karena : 
1) Pemenuhan presatasi tidak mungkin lagi dilaksanakan 
karena barangnya telah musnah. 
2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat 
penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. 
3) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi 
diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. 
Perlu dijelaskan disini tentang “tidak dapat atau tidak sempurna 
memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu 
wanprestasi”, kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan 
(aanmaning atau somasi) dan unsur jika prestasi tidak dapat 
dilaksanakan karena adanya overmacht.31 
 
3. Akibat Hukum Wanprestasi 
Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi 
adalah hukuman atau sanksi berupa32 : 
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi) 
b. Pembatalan perjanjian 
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c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak 
saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari 
debitur 
d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan 
hakim. 
 
4. Hak Kreditor Terhadap Debitor yang Wanprestasi 
Dari Pasal 1267 KUHPerdata dapat disimpulkan apabila seorang 
kreditor yang menderita kerugian karena debitor melakukan 
wanprestasi, kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum 
atau hak sebagai berikut33 : 
a. Meminta pelaksanaan perjanjian  
b. Meminta ganti rugi  
c. Meminta pelaksaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi 
d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjia 
sekaligus meminta ganti rugi 
 
5. Pembatalan Perjanjian Karena Wanprestasi 
Apabila kreditor yang dirugikan akibat tindakan debitur tersebut, 
maka kreditur harus membuktikan kesalahan debitur (yakni kesalahan 
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tidak berprestasi), kerugian yang diderita, dan hubungan kausal antara 
kerugian dan wanprestasi. 
Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau 
wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Pasal 1266 ayat 
(1) menentukan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam 
perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 
Pembatalan berdasar syarat batal karena wanprestasi baik 
dinyatakan tegas maupun tidak dinyatakan dalam perjanjian harus 
didasarkan pada putusan pengadilan.  
Berdasarkan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata, kelalaian atau 
wanprestasi tersebut tidak membuat perjanjian batal demi hukum, tetapi 
harus dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Selanjutnya Pasal 
1266 ayat (3) menyatakan bahwa permintaan ini harus dilakukan, 
meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban 
dinyatakan dalam perjanjian. 
Pembatalan perjanjian harus diminta kepada hakim, tidak 
mungkin perjanjian sudah batal dengan sendirinya pada waktu debitur 
nyata-nyata melalaikan kewajibannya, kalau itu mungkin, permintaan 
pembatalan kepada hakim tidak ada artinya. Disebutkan juga oleh ayat 
tersebut secara jelas bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.34 
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6. Ganti Rugi 
Dalam Pasal 1246 KUHPerdata yang berisi “Biaya, ganti rugi, dan 
bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang 
telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, 
tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah 
ini”. Berdasarkan Pasal 1246 tersebut penghitungan ganti rugi harus 
dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti 
kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian 
tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (interst), maka ganti kerugian 
yang diterima oleh kreditur terdiri atas35 : 
a. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang 
nyata atau tegas telah dikeluarkan oleh pihak kreditur. 
b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan atau kehilangan barang dan 
atau harta kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian 
debitur. 
c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau 
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C. Jaminan dan Fidusia 
1. Jaminan 
Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai 
dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Sementara itu 
seiring dengan perkembangan jaman munculah istilah hukum jaminan 
yang berarti keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam 
kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas 
kredit. 
Menurut Salim HS bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan 
kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan 
memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari 
suatu perikatan.36 
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan 
sangat penting adanya dalam suatu perikatan karena jaminan dapat 
memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya 
sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. 
a. Macam-macam Perjanjian 
Jaminan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan umum dan jaminan 
khusus : 
1) Jaminan Umum 
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Jaminan umum timbulnya dari undang-undang. Tanpa 
adanya perjanjian yang diadakan oleh para piha lebih dulu, para 
kreditur konkuren semuanya secara bersama memperoleh 
jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang itu (Pasal 
1131 dan 1132 KUHPerdata). Ditinjau dari sudut sidat haknya 
para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat 
perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap 
orang tertentu. 
2) Jaminan Khusus  
Jaminan Khusus ini timbulnya karena adanya perjanjian 
yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat 
berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang 
bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah 
adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, sedangkan 
jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu 




Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti 
kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) 
antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) 
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merupakan hubungan hukum berdasar kepercayaan. Pemberi fidusia 
percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang 
yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima 
fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam 
kekuasaannya.38 
Sebelum Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan 
fidusia diberlakukan, pada umumnya benda yang menjadi obyek 
Jaminan Fidusia hanyalah terhadap benda-benda bergerak yang terdiri 
benda dalam persediaan inventory, benda dagangan, piutang, peralatan 
mesin dan kendaraan bermotor. Sedangkan dengan diberlakukannya 
Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 tersebut, 
pengertian Jaminan Fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang 
berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak 
dapat dibebani dengan hak tanggung menurut Undang-Undang No 4 
tahun 1996.39 
Dalam jaminan fidusia benda yang diserahkan hak kepemilikannya 
tetap berada dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan yang 
dialihkan hanyalah hak kepemilikiannya saja, secara yuridis hak atas 
benda tersebut sudah beralih kepemilikannya akan tetapi secara nyata 
benda yang masih dalam penguasaan pemilik benda tersebut. 
Pemakaian istilah fidusia di Indonesia sudah merupakan istilah yang 
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umum, istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum dan 
negara kita.40 
Pasal 1 Undang-Undang Fidusia memberikan batasan dan 
pengertian yaitu “Fidusia adalah pengalihan hak kepeilikan suatu benda 
atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 
kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. 
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi 
Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia 
terhadap kreditur lainnya”. 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 
tahun 1999 tentang fidusia disebutkan bahwa : Pemberi Fidusia baik 
perorangan maupun korporasi haruslah pemilik dari harta benda yang 
menjadi obyek jaminan fidusia walaupun Pemberi fidusia tersebut 
dimaksud sebagai jaminan piutang untuk pihak ketiga adalah harus 
menjadi pemilik dari benda yang difidusiakan, walaupun pemberi 
fidusia yang dimaksud sebagai jaminan hutang untuk pihak ketiga 
mengenai letak benda mengenai letak benda itu tidak penting tetapi yang 
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penting pihak yang memberi jaminan fidusia haruslah pihak yang 
memiliki benda obyek jaminan. Tempat kedudukan pemberi fidusia 
akan berpengaruh pula pada tempat pendaftaran fidusia dimana akta 
pemberian jaminan yang diperuntukkan oleh notaris menurut ketentuan 
Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia harus memuat : 
a. Identitas para pihak baik pemberi maupun penerima fidusia. 
b. Penyebutan perjanjian pokok yang dijamin dengan jamianan 
fidusia. 
c. Penyebutan secara jelas mengenai benda yang menjadi obyek 
jaminan fidusia. 
d. Nilai penjamin fidusia. 
e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 
Syarat-syarat tersebut harus penuhi dalam akta jaminan fidusia, hal 
ini erat kaitannya dengan prinsip spesialitas yang dianut oleh Undang-
Undang Fidusia dan guna mendukung kepastian hukum dan kepastian 
hak yang menjadi salah satu tujuan Undang-Undang Fidusia. 
Sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang tentang 
pemberian jaminan pada umumnya, Undang-Undang nomor 42 tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur juga tentang adanya kewajiban 
untuk mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut. Pendaftaran ini 
hakekatya merupakan syarat publisitas, akan tetapi pendaftaran di 




Pendaftaran yang dilakukan di Kantor Pendaftran Fidusia 
sebetulnya ada 2 hal yang harus didaftarkan , yaitu pendaftaran benda 
yang dibebani oleh jaminan fidusia (Pasal 11 ayat 1, ketentuan ini 
ditentukan akan membawa akibat tehadap benda-benda yang didaftar 
oleh lembaga lain apabila harus didaftar ulang. Sedang menurut Pasal 
13 ayat 1 juncto Pasal 14 ayat 1 dan 2, Pasal 15 ayat 1 dan 2 dan Pasal 
16 ayat 1, pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftaran akta 
pemberian jaminan yang dibuat oleh notaris saja. 
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai lembaga mendaftar adanya 
fidusia pada prinsipnya bersifat pasif artinya, hanya mendaftar karena 
adanya permintaan dan akan memberikan informasi tentang suatu benda 
yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila ada pihak yang ingin 
mendapat informasi tersebut. 
Pendaftaran fidusia juga mempunyai manfaat yang besar bagi 
debitur sebab dengan adanya pendaftaran hak-hak debitur atas benda-
benda lainnya dengan sendirinya akan terjamin. Apabila debitur 
mengalami wanprestasi dan harta bendanya dieksekusi penerima fidusia 
hanya boleh mengeksekusi benda-benda yang dijadikan obyek jaminan 
saja sedang benda-benda yang tidak dijadikan obyek jaminan tidak bisa 
dieksekusi untuk perjanjian pemberian jaminan yang telah ditentukan. 
Pelunasan yang dibayar dari hasil benda jaminan jumlahnya 
maksimal hanya sebesar nilai utang yang telah disebutkan dalam akta 
pemberian jaminan fidusia saja jadi apabila hasil penjualan atas hasil 
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eksekusi ternyata lebih besar dari nilai utang yang telah diperjanjikan 
dalam akta pemberian jaminan maka kelebihan hasil penjualan hasil 
eksekusi tersebut menjadi hak debitur sepenuhnya. 
Tetapi apabila ternyata utang lebih besar daripada yang telah 
diperjanjikan di dalam akta pemberian jaminan fidusia maka kreditur 
tidak bisa dengan begitu saja mengalihkan kelebihan eksekusi dengan 
begitu saja, akan tetapi dalam masalah ini kedudukan sebagai kreditur 
sparatis dan bersama-sama dengar kreditur lainnya sebagai kreditur 
konkurent dan kehilangan haknya sebagai kreditur preferent akan tetapi 
tidak berarti kehilangan tagihnya sebagai kreditur. 
Sebagai bukti bahwa akta perjanjian pemberian fidusia yang dibuat 
oleh materi yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia 
memberi sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat fidusia menurut judul 
eksekusitarial atau biasa disebut dengan irah-irah “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 
Konsekuensi dari irah-irah tersebut bahwa sertifikat jaminan fidusia 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan eksekusi. 
Irah-irah tersebut ditulis pada bagian halaman depan dari sertifikat 
jaminan fidusia, hal ini sama dengan juga dilakukan pada sertifikat hak 
tanggungan. 
Judul eksekusitorial tersebut dengan sendirinya akan menutup upaya 
hukum lain terhadap masalah jaminan fidusia ini, artinya pihak yang 
memegang sertifikat jaminan fidusia dalam hal ini kreditur, statusnya 
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sama dengan pihak yang telah memenangkan suatu perkara di 
pengadilan dan tidak akan ada lagi upaya banding maupun kasasi. 
 
D. Perjanjian Kredit 
1. Pengertian Perjanjian Kredit 
Kata kredit dapat diartikan meminjam sejumlah uang kepada 
seseorang dimana uang tersebut akan dikembalikan dengan cara 
mencicil dalam jangka waktu tertentu atau membeli barang dengan cara 
mencicil.41 
Setiap kredit yang disetujui dan disepakati antara pemberi kredit 
dan penerima kredit maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian 
kredit. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan suatu perjanjian adalah 
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih. 
Dari perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak 
yang membuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu 
hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum 
atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan 
kewajiban secara sukarela, maka salah satu pihak dapat menuntut 
melalui pengadilan. 
 
                                                          
41 Evi Ariyani, Hukum Perjanjian Implementasinya Dalam Kontrak Karya, (Salatiga: 
STAIN Salatiga Press, 2012), hlm. 59 
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2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit 
Kewajiban kreditur adalah menyerahkan kredit atau uang 
kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan 
bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang atau barang 
yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur 
adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang 
ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu. 
Jangka waktu perjanjian kredit telah ditetapkan dalam perjanjian 
kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan 
kemampuan debitur. Semakin lama jangka waktu kredit maka angsuran 
semakin kecil sebaliknya semakin pendek jangka waktu kredit maka 
semakin besar angsuran yang harus dibayar debitur.42 
Dalam praktik dilembaga pembiayaan hak dan kewajiban para 
pihak dalam perjanjian kredit ditentukan secara sepihak oleh pihak 
kreditur dan debitur tinggal menyetujui atau menolak perjanjian 
tersebut. 
 
3. Bentuk Perjanjian Kredit 
Bentuk dari perjanjian Kredit biasanya adalah dibuat secara 
tertulis dan dalam bentuk standart oleh pihak kreditur. Perjanjian kredit 
harus dibuat dalam bahasa Indonesia jika salah satu pihak bukan warga 
                                                          
42 Evi Ariyani, Hukum Perjanjian Implementasinya Dalam Kontrak Karya, (Salatiga: 
STAIN Salatiga Press, 2012), hlm. 61 
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Negara Indonesia maka harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa 
Inggris. Setiap perjanjian kredit minimal harus memuat: 
a. Identitas para pihak yaitu debitur dan kreditur 
b. Tujuan penggunaan kredit 
c. Jumlah uang atau jenis barang 
d. Jangka waktu perjanjian  
e. Besar dan tata cara perjitungan bunga 
f. Jaminan kredit 
g. Hak dan kewajiban kreditur dan debitur 
h. Syarat-syarat penarikan kredit 
i. Hal-hal yang menimbulkan kewajiban materiil bagi debitur  
j. Pernyataan debitur bahwa debitur telah mengerti dan menyetujui 





PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT WANPRESTASI DI 
PT ARMADA FINANCE SALATIGA 
 
A. Profil PT Armada Finance 
1. Sejarah Singkat PT Armada Finance 
Atas inisiatif Bapak David Herman Jaya untuk menambah unit 
usahanya di New Armada Group, maka didirikanlah PT Armada 
Finance berdasarkan Akta Notaris Hendrik Lambertus Van Verhoeven, 
Sarjana Hukum  No. 11 pada tanggal 7 April 1994. Sedangkan ijin usaha 
PT Armada Finance diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 554/KMK.017/1994 tanggal 10 
Nopember 1994. Namun demikian, kegiatan operasionalnya baru mulai 
dijalankan bulan Maret 1995.43 
Dengan dukungan yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. melalui fasilitas Kredit Modal Kerja berdasarkan 
Perjanjian Kredit No.27 tgl 15 Juni 1995 yang dibuat dihadapan notaris 
Hendrik Lambertus Van Verhoeven akta No. 11, sejak 23 Juni 1995 PT 
Armada Finance mulai beroperasi sepenuhnya dan mengembangkan 
sayap usahanya dengan lokasi kantor pusat di Jakarta. Namun dengan 
dilandasi suatu obsesi untuk menguasai dan menjadi pemain dominan di 
                                                          
43 Sejarah PT Armada Finance 
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wilayah Jawa Tengah, maka berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 81 
tanggal 30 Agustus 1996 kantor pusat PT Armada Finance dipindahkan 
dari Jakarta ke Magelang. 
Salah satu usaha yang dilakukan oleh PT Armada Finance dalam 
melakukan pengembangan usaha adalah dengan tidak membatasi  
layanan hanya kepada para calon Debitur yang membeli mobil baru dari 
dealer-dealer yang dimiliki oleh New Armada Group saja. Oleh karena 
itu sejak dari awal dan sampai saat ini sebagian besar Debitur yang 
dilayani oleh PT Armada Finance justru mereka yang membeli mobil 
dari dealer-dealer yang bukan berasal dari dealer-dealer yang dimiliki 
oleh New Armada Group. PT Armada Finance juga memberikan 
pelayanan pembiayaan kepada pembeli mobil bekas, baik yang dibeli 
dari penjual yang berbadan usaha maupun penjual perorangan.  
Sampai dengan saat ini PT Armada Finance masih berkonsentrasi 
hanya menyalurkan pembiayaan kredit kendaraan bermotor, dan juga 
sebagian besar adalah untuk pembiayaan mobil niaga dan mobil 
penumpang non sedan. Didalam pemasaran untuk pembiayaan mobil 
baru maupun bekas tersebut, PT Armada Finance bekerjasama dengan 
dealer, showroom maupun pedagang perorangan.44 
2. Pengembangan Usaha 
Untuk menumbuhkan usaha pembiayaan, pengembangan pasar 
merupakan faktor yang sangat penting. Berangkat dari keyakinan 




tersebut, sejak awal masa operasinya, secara sistematis pengembangan 
pasar secara geografis terus menerus dilakukan oleh PT Armada 
Finance. Dengan strategi ini bukan hanya perusahaan akan lebih dekat 
dengan calon Debitur maupun Debitur lama, sehingga perusahaan dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, tetapi juga secara 
otomatis akan semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
perusahaan dalam melakukan penetrasi pasar dan dalam mengendalikan 
kualitas pembiayaan yang diberikan. 
Setelah selama 5 (lima) tahun pertama, PT Armada Finance hanya 
memfokuskan diri di pasar Jawa Tengah, dalam 5 (lima) tahun kedua 
perusahaan mulai mengembangkan usaha ke Jawa Barat, Jawa Timur, 
Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan membuka Kantor-
Kantor Cabang di daerah-daerah tersebut. Ekspansi secara geografis 
dengan membuka Kantor Cabang akan terus dilakukan, dan juga ke 
pulau-pulau lainnya sebagai salah satu strategi pengembangan usaha 
perusahaan.45 
Dalam periode 5 (lima) tahun yang ketiga, PT Armada Finance 
mulai mengembangkan konsep Kantor Perwakilan, yaitu kantor layanan 
yang menginduk ke Kantor Cabang. Sampai dengan akhir tahun 2012 
ini perusahaan telah memiliki 34 Kantor Cabang dan 49 Kantor 
Perwakilan, baik di ibukota Daerah Tingkat I, ibukota Daerah Tingkat 




II, dan bahkan kota Kecamatan. Sedangkan target yang akan dicapai 
pada tahun 2015 adalah 100 (seratus) Kantor Cabang dan Perwakilan. 
Strategi pengembangan usaha secara geografis dilakukan tidak 
hanya dengan menambah Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan. 
Memasuki ulang tahunnya yang ke-15, PT Armada Finance mulai 
memperkenalkan lagi sebuah konsep kantor layanan baru yang 
dinamakan Pos Layanan (Service Point). Pos pelayanan ini bisa 
menginduk ke Kantor Cabang maupun Kantor Perwakilan terdekat, dan 
diharapkan menjadi ujung tombak baru perusahaan dalam memberikan 
kualitas pelayanan yang lebih baik terhadap calon Debitur maupun 
Debitur lama, disamping  juga untuk meningkatkan daya saing serta 
pemantauan terhadap kualitas pembiayaan yang diberikan. Selain 
peningkatan dalam jumlah kwantitas Kantor Cabang dan Kantor 
Perwakilan, PT Armada Finance juga telah memiliki sendiri Kantor 
Pusat yang berlokasi di salah Satu jalan Protokol Kota Magelang yaitu 
Jalan Jendral Sudirman yang memiliki luas area  6.884 m2.46 
Perkembangan dari sisi asset yang dimiliki oleh PT Armada Finance 
juga mengalami peningkatan yang cukup pesat yaitu (dalam jutaan) Rp. 
84,871  pada tahun 1999 menjadi Rp.391.014 pada tahun 2004, 
berkembang menjadi Rp.589.694 pada tahun 2009 dan pada akhir tahun 
2013 meningkat menjadi Rp.1.299.306  : secara grafis nampak sebagai 
berikut : 







Seiring dengan Perkembangan yang dialami oleh PT Armada 
Finance, perolehan Rugi/Laba juga mengalami peningkatan yang cukup 
menggembirakan. Perolehan Rugi /Laba pada tahun 1995 hanya 
mencapai Rp17.087.665, pada tahun 2000 meningkat pesat menjadi Rp 
8.002.049.022 dan terus meningkat hingga pada tahun 2005 mencapai 
Rp18.505.617.748, 2010 mengalami penurunan dan hanya mencapai Rp 
16.916.507.440 pada tahun 2010 dan terus meningkat hingga mencapai 
Rp10.039.108.590 pada bulan Maret tahun 2014.47 
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pengembangan usaha tidak mungkin dapat dilakukan tanpa 
didukung oleh Sumber Daya Manusia yang semakin banyak dan dengan 
kompetensi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, sejak dari awal, 
kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia telah secara rutin 
                                                          














dilaksanakan, baik berupa pendidikan maupun pelatihan dengan nara 
sumber internal maupun eksternal. 
Secara kuantitas, jumlah tenaga kerja perusahaan telah tumbuh dari 
hanya berjumlah 37 orang karyawan pada masa awal operasinya, pada 
tahun 2000 menjadi 233 dan lima tahun kemudian tepatnya tahun 2005 
meningkat menjadi 547. Jumlah tersebut meningkat terus hingga pada 
tahun 2010 sudah menjadi 1.116 dan telah mencapai 1.641 per April 
2014. Jumlah ini tentu akan semakin meningkat seiring dengan 
perkembangan usaha PT Armada Finance. Secara grafik Pengembangan 




Dari segi kualitas, pengembangan kompetensi Sumber Daya 
Manusia dilakukan melalui berbagai macam cara dan jalur. Pendidikan 






















dan pelatihan untuk hal-hal yang spesifik dilakukan oleh PT Armada 
Finance baik dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan formal 
yang tersusun dan terencana maupun dalam bentuk on the job training, 
yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia dengan 
melibatkan nara sumber pejabat-pejabat internal  PT Armada Finance. 
Disamping pendidikan dan pelatihan internal, promosi jabatan terhadap 
karyawan berprestasi yang telah lolos seleksi merupakan usaha untuk 
memberikan kesempatan kepada karyawan dalam meningkatkan 
kompetensinya dalam tanggung jawab yang lebih besar.49 
4. Profil Alamat 
Kantor Cabang Armada Finance di Kota Salatiga  
 \Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 298 Salatiga 
Telepon : +62 (0298) 328380, 08112622515\ 
Faximil  : +62 (0298) 328382  
Email  : salatiga@af.co.id  
Map : https://goo.gl/maps/urvVDRS7SBYCtjrr7 





Gambar : Gedung PT Armada Finance Salatiga 
 
 
5. Visi,Misi, Slogan Perusahaan dan Nilai-Nilai Perusahaan Yang 
Dipegang  
Didalam menjalankan operasionalnya, PT Armada Finance 
mempunyai Visi,Misi, Slogan Perusahaan dan Nilai nilai Perusahaan 
yang dipegang  yaitu : 
a. Visi 
Menjadi salah satu perusahaan yang paling menguntungkan dalam 
industri pembiayaan dan mitra yang setia terhadap nasabah kami. 
b. Misi 
Kami ada untuk menyediakan jasa-jasa financial bagi nasabah kami 
untuk mendukung mereka mengembangkan bisnis dan 
menumbuhkan kehidupan berkeluarga yang bahagia, berguna dan 
berarti. 
 
c. Slogan Perusahaan 
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Mitra Usaha, Sahabat Keluarga 
d. Nilai-Nilai Perusahaan 
1) Memuaskan dan membahagiakan nasabah adalah pekerjaan 
setiap orang setiap waktu. 
2) Melakukan pekerjaan-pekerjaan berkualitas adalah urusan 
setiap orang setiap waktu. 
3) Nasabah dan karyawan adalah mitra-mitra usaha yang utama. 
4) Kunci keberhasilan adalah iman, kejujuran, kerajinan, 
ketekunan, kesehatan, kerja keras dan kemauan untuk belajar 
berkesinambungan. 
5) Keberhasilan tidak dapat dipisahkan dari peran, dukungan dan 
kerjasama dengan pihak lain. 
6. Struktur Organisasi 
 
 




Ketentuan dan syarat umum pemberian fasilitas pembiayaan ini 
berlaku bagi pihak penerima fasilitas pembiayaan dari PT. Armada Finance. 
Ketentuan dan syarat umum pemberian fasilitas pembiayaan ini merupakan 
satu kesatuan dengan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian 
pembiayaan yang dibuat antara pihak penerima fasilitas pembiayaan dan 
PT. Armada Finance, sebagai pihak pemberi fasilitas pembiayaan.50 
1. Klausula I (Pengertian) 
Setiap Istilah dibawah ini, kecuali secara tegas ditetapkan lain 
mempunyai pengertian sebagai berikut :  
a. Pihak I adalah PT Armada Finance yang berkedudukan di 
Magelang, termasuk kantor-kantor cabangnya, bertindak 
sebagai pihak pemberi fasilitas pembiayaan atau biasa disebut 
dengan kreditur 
b. Pihak II adalah pihak yang memperoleh dan menerima fasilitas 
pembiayaan atau debitur dari PT Armada Finance sebagaimana 
tertuang didalam perjanjian pembiayaan. 
c. Angsuran adalah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan 
kembali oleh pihak II selaku penerima fasilitas pembiayaan yang 
terdiri dari pokok dan bunga yang dihitung berdasarkan sistem 
perhitungan bunga yang ditetapkan di dalam perjanjian 
pembiayaan. 
                                                          




d. Bunga adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak II 
selaku penerima fasilitas pembiayaan yang diperhitungkan 
berdasarkan presentase dan sistem perhitungan tertentu. 
e. Denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak II 
selaku penerima fasilitas pembiayaan karena tidak memenuhi 
kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan. 
f. Fasilitas pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak 
I selaku kreditur kepada pihak II selaku penerima pembiayaan 
atau debitur yang akan digunakan untuk pengadaan barang 
sesuai dengan kebutuhan pihak II atau debitur. 
g. Jaminan adalah jaminan pribadi atau jaminan kebendaan yang 
diserahkan oleh phak II selaku debitur dan pihak I selaku 
kreditur untuk menjamin terbayarnya kewajiban dengan 
sebagaimana mestinya. 
h. Jangka waktu pembiayaan adalah jangka waktu dimana pihak II 
selaku debitur wajib melunasi seluruh kewajiban. 
i. Penjamin adalah pihak II selaku debitur atau pihak lain yang 
mengikatkan dirinya sebagai penjamin atau penanggung dengan 
menyerahkan jaminan kepada pihal I selaku kreditur.51 
 
2. Klausula II (Pemberian Fasilitas Pembiayaan) 




Pemberian fasilitas pembiayaan hanya dapat diberikan setelah 
ada permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pihak debitur, dan 
kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak kreditur, 
sedangkan kesepakatan mengenai pemberian fasilitas pembiayaan 
akan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. 
3. Klausula III (Perincian Fasilitas Pembiayaan) 
a. Perincian fasilitas pembiayaan yang diberikan adalah 
sebagaimana diuraikan di dalam perjanjian pembiayaan. 
b. Dengan memperhatikan klausula V ketentuan dan syarat umum 
pemberian fasilitas pembiayaan, jangka waktu fasilitas 
pembiayaan adalah sebagaimana ditentukan dalam perjanjian 
pembiayaan. 
4. Klausula IV (Penggunaan Fasilitas Pembiayaan) 
Pihak II atau debitur wajib menggunakan fasilitas pembiayaan 
sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana 
ditentukan dalam perjanjian pembiayaan. 
5. Klausula V (Berlakunya Fasilitas Pembiayaan) 
Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam perjanjian 
pembiayaan, pihak debitur dapat menggunakan fasilitas pembiayaan 
apabila pihak debitur sekuang-kurangnya telah memenuhi syarat-
syarat, seperti namun tidak terbatas pada pihak debitur telah 
menyerahkan dan pihak kreditur telah menerima dokumen (semua 
dalam bentuk isi yang disetujui pihak kreditur dan dalam hal dokumen 
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tersebut berbentuk salinan, maka aslinya wajib ditunjukkan kepada 
pihak kreditur saat penyerahan dokumen tersebut) sebagai berikut52 : 
a. Dalam hal pihak II (debitur) perorangan 
1) Dokumen berkaitan dengan identitas yang sah dari pihak 
debitur dan atau penjamin serta dokumen lain yang terkait 
dengan hal tersebut. 
2) Asli surat kuasa yang dibuat oleh pihak debitur kepada 
orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas 
nama pihak debitur melaksanakan perjanjian pembiayaan 
dan perjanjian penjamin serta semua dokumen yang 
diisyaratkan oleh atau berkaitan dengan perjanjian 
pembiayaan atau perjanjian penjaminan. 
3) Dokumen keuangan dan atau dokumen lainnya yang 
diperlukan oleh pihak kreditur dalam menganalisis 
kemampuan pihak II untuk melunasi kewajibannya 
berdasarkan perjanjian pembiayaan. 
4) Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas barang jaminan. 
5) Dokumen lain terkait dengan identitas barang jaminan. 
6) Perjanjian pembiayaan dan perjanjian penjaminan dalam 
bentuk isi yang disepakati oleh kedua belah pihak dan telah 
ditandatangani oleh pihak debitur dan penjamin.53 





b. Dalam hal pihak debitur berbentuk badan hukum 
1) Dokumen berkenaan dengan kewenangan bertindak sebagai 
pihak debitur dan penjamin dalam melaksanakan perjanjian 
pembiayaan dan perjanjian penjaminan, seperti namun tidak 
terbatas pada akta pendirian dan atau anggaran dasar yang 
dibuat sampai dengan tanggal perjanjian pembiayaan 
ditandatangani, berikut seluruh pengesahan, persetujuan dan 
atau pelaporan oleh dan kepada instansi yang berwenang, 
salinan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
pengankatan direksi atau komisaris pihak debitur dan 
penjaminan yang sedang menjabat pada saat perjanjiaan 
pembiayaan ditandatangani dan persetujuan komisaris dan 
atau RUPS bila disyaratkan dalm anggaran dasar pihak 
debitur dan penjamin. 
2) Asli surat kuasa yang dibuat oleh pihak debitur kepada 
orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas 
nama pihak debitur melaksanakan perjanjian pembiayaan 
dan perjanjian penjaminan serta semua dokumen yang 
diisyaratkan oleh atau berkaitan dengan perjanjian 
pembiayaan atau perjanjian penjaminan. 
3) Salinan surat ijin usaha perdagangan dan atau surat ijin 
lainnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang 
59 
 
diperlukan oleh pihak debitur dalam menjalankan 
usahanya.54 
4) Dokumen keuangan dan atau dokumen lainnya yang 
diperlukan oleh pihak kreditur dalam menganalisis 
kemampuan pihak debitur untuk melunasi kewajibannya 
berdasarkan perjanjian pembiayaan. 
5) Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas barang jaminan. 
6) Dokumen perpajakan yang diisyaratkan dalam peraturan 
perundangan yang berlaku. 
7) Perjanjian pembiayaan dan perjanjian penjaminan dalam 
bentuk dan isi yang disepakati oleh keuda belah pihak dan 
telah ditanda tangani oleh pihak debitur dan penjamin. 
Pihak debitur dan penjamin tidak sedang dalam keadaan lalai 
berdasarkan klausula XI ketentuan dan syarat umum pemberian 
fasilitas pembiayaan ini atau berdasarkan sebab lain sesuai 
pertimbangan baik pihak kreditur. 
6. Klausula VI (Penerimaan Fasilitas Pembiayaan) 
a. Nilai fasilitas pembiayaan adalah yang sebagaimana dinyatakan 
dalam perjanjian pembiayaan diberikan oleh pihak kreditur 
kepada pihak debitur secara tunai dan sekaligus. 




b. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, perjanjian 
pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pihak debitur 
berlaku sebagai tanda terima uang yang sah atau kwitansi.55 
7. Klausula VII (Pembayaran Kembali) 
a. Pihak debitur wajib membayar kembali kepada pihak kreditur 
setiap kewajiban pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang 
telah ditetapkan di dalam perjanjian pembiayaan. 
b. Pihak debitur wajib melakukan pembayaran langsung kepada 
pihak kreditur pada setiap tanggal yang telah ditentukan. 
c. Apabila pihak debitur menghendaki atau karena satu dan lain hal 
pembayaran tersebut dilakukan bukan dikantor pihak kreditur, 
maka setiap pembayaran demikian pihak debitur setuju untuk 
memberikan biaya penagihan besarnya ditentukan di dalam 
perjanjian pembiayaan untuk setiap satu kali jumlah pembayaran 
angsuran yang dibayarkan kepada pihak kreditur. 
8. Klausula VIII (Bunga, denda keterlambatan dan biaya) 
a. Bunga 
1) Atas setiap kewajiban pokok yang ada, pihak debitur wajib 
membayar bunga yang besar dan cara perhitungannya 
sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. 
2) Bunga diperhitungkan sejak tanggal penarikan fasilitas 
pembiayaan sampai dengan tanggal kewajiban pokok 




dibayar kembali dengan lunas dan dengan sebagaimana 
mestinya.56 
b. Denda keterlambatan 
1) Bilamana pihak debitur pada tanggal yang ditentukan tidak 
dapat membayar lunas kewajiban yang terdiri dari kewajiban 
pokok, bunga, dan biaya lainnya, pihak debitur akan 
dikenakan denda keterlambatan yang besarnya ditentukan 
dalam perjanjian pembiayaan. Ketentuan ini tidak 
mengurangi kewajiban pihak debitur untuk tetap membayar 
kewajiban pokok berikut bunga serta biaya lainnya yang 
terhutang kepada pihak kreditur. 
2) Denda keterlambatan diperhitungkan sejak tanggal 
tertunggaknya kewajiban pembayaran yang terdiri dari 
kewajiban pokok, bunga, dan biaya lainnya sampai dengan 
kewajiban tersebut diselesaikan sebagaimana mestinya. 
3) Apabila pembayaran angsuran oleh pihak debitur dilakukan 
dengan penyerahan cek atau bilyet giro dan ternyata terjadi 
penolakan atas pembayaran cek atau bilyet giro tersebut, 
maka pihak debitur dianggap belum melakukan pembayaran 
angsuran, dan karena itu setuju untuk dikenakan denda 
keterlambatan pembayaran angsuran sebagaimana 
ditentukan di dalam perjanjian pembiayaan, serta dikenakan 




biaya administrasi atas penolakan cek atau bilyet giro sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.57 
c. Biaya 
1) Pihak debitur setuju untuk membayar kepada pihak kreditur 
biaya administrasi serta biaya-biaya lainnya sebagaimana 
tercantum di dalam perjanjian pembiayaan. 
2) Pihak debitur setuju untuk membayar kepada pihak kreditur 
biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian 
pembiayaan, namun tidak terbatas pada biaya administrasi, 
biaya notaris, biaya asuransi dan biaya-biaya yang berkenaan 
dengan proses hukum lain oleh pihak kreditur. 
 
9. Klausula IX (Pelunasan sebelum berakhirnya masa pembiayaan) 
Apabila pihak debitur akan melunasi seluruh kewajiban yang 
masih terhutang sebelum berakhirnya masa pembiayaan, maka selain 
harus membayar penuh seluruh sisa pokok pembiayaan yang masih 
terhutang, pihak debitur juga wajib dan setuju untuk membayar penuh 
seluruh bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang masih terhutang, 
serta biaya penalty yang besarnya ditentukan di dalam perjanjian 
pembiayaan dan diperhitungkan dari seluruh sisa pokok pembiayaan 
yang masih terhutang dan akan dilunasi tersebut.58 





10. Klausula X (Jaminan) 
a. Atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak kreditur, 
dengan ini pihak II (debitur) menyerahkan barang jaminan 
berupa kendaraan bermotor dengan identitas sebagaimana 
disebutkan di dalam perjanjian pembiayaan. 
Bahwa barang jaminan yang dimaksud terdiri dari unit fisik 
kendaraan bermotor dan bukti kepemilikannya berupa dokumen 
Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Bahwa 
terhadap pemberian barang jaminan tersebut di atas akan 
dilakukan pengikatan tersendiri dengan perjanjian penyerahan 
hak milik secara fidusia atau dengan akta jaminan fidusia. 
b. Pihak debitur dengan ini menyatakan, bahwa pihak debitur 
adalah pemegang yang sah atas hak kepemilikan barang jaminan 
di atas, dan bahwa barang jaminan tersebut diperoleh secara sah 
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang 
berlaku.59 
c. Kewajiban pihak debitur sebagaimana dinyatakan dalam 
perjanjian ini tidak menjadi berkurang karena menjadi rusak atau 
hilang dengan alasan apapun atau musnah, dijual, atau dengan 
cara lain dilepaskan, dialihkan atau dijaminkannya barang 
jaminan di atas, oleh karena itu pihak debitur tetap memiliki 
kewajiban kepada pihak kreditur yang wajib melunasi dengan 




harta kekayaan lainnya yang telah dan akan dimiliki oleh pihak 
debitur. 
11. Klausula XI (Keadaan Lalai) 
Pihak kreditur diberikan dasar hukum untuk menagih setiap dan 
seluruh jumlah kewajiban pembayaran yang terhutang oleh pihak 
debitur kepada pihak kreditur secara sekaligus dan seketika jika pihak 
debitur dalam keadaan lalai, pihak debitur dikatakan berada dalam 
keadaan lalai apabila : 
a. Pihak debitur dalam keadaan berhenti membayar, baik terhadap 
pihak kreditur maupun terhadap pihak III (kreditur lainnya) 
b. Pihak debitur melanggar kesepakatan yang tercantum dalam 
perjanjian ini. 
c. Pihak debitur mengajukan kepailitan, dinyatakan pailit, 
kemampuan pihak debitur untuk menguasai harta kekayaannya 
telah berkurang sekali, atau pihak debitur tidak dapat lagi 
menguasai harta kekayaannya. 
d. Barang yang menjadi jaminan pembayaran atas fasilitas 
pembayaran ini menjadi hilang dengan alasan apapun, musnah, 
disewakan, dijual atau dengan cara lain dilepaskan, dialihkan 
atau dijaminkan oleh pihak debitur kepada pihak lain tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur.60 
12. Klausula XII (Penarikan Barang Jaminan) 




Bilamana terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau 
ternyata barang jaminan telah disewakan, dialihkan, atau dijaminkan 
kepada pihak lain, pihak debitur setuju untuk menyerahkan barang 
jaminan kepada pihak kreditur. dalam hal pihak debitur belum juga 
menyerahkan barang jaminan tersebut kepada pihak kreditur maka 
pihak debitur setuju adanya proses penarikan barang jaminan 
dimanapun barang jaminan tersebut berada. 
13. Klausula XIII (Penebusan dan biaya penarikan barang jaminan) 
a. Bilamana terjadi penarikan barang jaminan oleh pihak kreditur, 
maka pihak debitur diberi hak untuk menebus kembali barang 
jaminan tersebut dengan melunasi seluruh kewajiban hutangnya 
dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah tanggal penarikan. 
b. Bilamana pihak debitur hendak menebus kembali barang 
jaminan yang ditarik oleh pihak kreditur, pihak debitur setuju 
untuk dikenakan biaya penarikan yang besarnya ditentukan di 
dalam perjanjian pembiayaan ditambah dengan ongkos-ongkos 
yang telah dikeluarkan oleh pihak kreditur untuk melakukan 
penarikan tersebut. 
c. Bilamana pihak debitur tidak sanggup untuk memenuhi 
ketentuan di atas, maka pihak kreditur berhak untuk menjual 




d. Hasil penjualan barang jaminan tersebut selanjutnya 
diperhitungkan dengan semua kewajiban yang masih harus 
dibayar oleh pihak II, antara lain terdiri atas nilai pelunasan 
pembiayaan, biaya tagih, biaya penarikan, biaya penjualan, serta 
biaya ganti rugi, dan sisanya (jika ada) akan dikembalikan oleh 
pihak kreditur kepada pihak debitur. 
14. Klausula XIV (Pengikatan Diri Terhadap Lebih Dari Satu Perjanjian 
Pembiayaan) 
Dalam hal pihak kreditur dan pihak debitur mengadakan lebih 
dari satu perjanjian pembiayaan tersebut, maka cidera janji atau lalai 
memenuhi kewajiban atas salah satu perjanjian pembiayaan lainnya, 
dan oleh karena itu pihak kreditur berhak untuk segera menjalankan 
salah satu upaya penanggulangan sebagaimana ketentuan dan 
kesempatan yang ada. 
15. Klausula XV (Pihak debitur meninggal dunia) 
Apabila ternyata pihak debitur meninggal dunia, maka seluruh 
kewajiban pembayaran kewajiban pihak debitur kepada pihak kreditur 
yang timbul berdasarkan perjanjian ini tetap merupakan kewajiban 
para ahli waris pihak debitur kepada pihak kreditur, dan tidak dapat 
dibagi-bagi. 
16. Klausula XVI (Berakhirnya perjanjian) 
a. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran angsuran 
maupun denda keterlambatan oleh pihak debitur kepada pihak 
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kreditur oleh karena alasan apapun juga, maka hal ini merupakan 
bukti bahwa pihak debitur telah melakukan wanprestasi terhadap 
perjanjian ini. 
b. Pihak kreditur dapat mengakhiri perjanjian ini setiap saat, 
bilamana pihak debitur melanggar syarat-syarat dan ketentuan 
dalam perjanjian ini. Dan untuk keperluan ini kedua belah pihak 
setuju untuk melepas dan tidak memberlakukan ketentuan-
ketentuan yang ada dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. 
17. Klausula XVII (Perselisihan) 
Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak 
sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di 
kantor kepaniteraan pengadilan negeri magelang atau kantor 
kepaniteraan pengadilan negeri lainnya yang berada di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
18. Klausula XVIII (Ketentuan lain-lain) 
a. Atas jumlah pembiayaan yang diterimanya oleh pihak debitur 
dari pihak kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini, pihak 
debitur setuju apabila oleh pihak kreditur, piutangnya dan hak-
hak yang timbul daripadanya dialihkan kepada pihak lain, baik 
kepada Bank Pemerintahan, Bank Swasta, Bank Campuran, atau 
lembaga pembiayaan lain. 
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b. Apabila pengalihan atas piutang tersebut telah dilakukan oleh 
pihak kreditur, maka pihak yang menerima pengalihan tersebut 
(kreditur baru) dengan sendirinya karena hukum memperoleh 
semua hak yang dimiliki oleh pihak kreditur, dan dengan ini 
pihak debitur mengakui sah adanya pengalihan demikian, 
meskipun untuk tiap-tiap pelaksanaan pengalihannya tidak perlu 
diberitahukan kepada pihak debitur. 
c. Bilamana pihak debitur telah membayar lunas seluruh kewajiban 
angsuran, denda, penalty, dan biaya-biaya lainnya yang timbul 
kepada pihak kreditur, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor 
(BPKB) yang menjadi bagian dari barang jaminan akan 
diserahkan kembali kepada pihak debitur. 
d. Keterlambatan dan kelalaian pihak kreditur dalam melaksanakan 
hak, wewenang, atau upaya hukum, baik secara menyeluruh 
maupun sebagian berdasarkan perjanjian ini, tidak merupakan 
pelepasan suatu hak dari padanya dan tidak meniadakan 








C. Mekanisme Penyelesaian dan Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat 
Wanprestasi di PT Armada Finance Salatiga 
1. Mekanisme Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor Akibat 
Wanprestasi di PT Armada Finance Salatiga 
PT Armada Finance merupakan sebuah perusahaan swasta yang 
bergerak di bidang pembiayaan kredit sepeda motor dan mobil. 
Pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor pada perusahaan 
Armada Finance dalam bentuk tertulis, yaitu dalam bentuk perjanjian 
standar kontrak. Dalam hal ini PT Armada Finance selaku kreditur 
menyediakan fasilitas pembiayaan selaku debitur yang akan menerima 
fasilitas pembiayaan dari PT Armada Finance dalam bentuk penyediaan 
dana untuk pembelian kendaraan bermotor yang dibutuhkan konsumen 
dari pihak penjual atau dealer. Jika debitur sepakat dan menyutujui 
perjanjian pembiayaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti 
harga perolehan, pokok pembiayaan, uang muka, jumlah hutang, bunga 
dan jangka waktu pembayaran hutang, maka debitur hanya perlu 
menandatangani perjanjian yang telah disediakan PT Armada Finance 
Salatiga. 61 
Perjanjian yang telah disetujui mulai berlaku sejak tanggal 
ditandatangani oleh para pihak dan berakhir sampai seluruh hutang dan 
kewajiban dan kewajiban lainnya sudah dibayar lunas. Akan tetapi 
                                                          
61 Wawancara dengan Bapak Rudi, Kepala PT Armada Finance Salatiga, Kantor PT 
Armada Finance Salatiga, tanggal 05 Oktober 2020  
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menurut Kepala Armada Finance meskipun perjanjian telah disetujui 
dan dilaksanakan, masih ada debitur yang melakukan ingkar janji atau 
wanprestasi dalam bentuk kredit macet. Bapak Rudi selaku kepala PT 
Armada Finance Salatiga menjelaskan bahwa ada beberapa konsumen 
yang melakukan kredit macet seperti bapak FR membeli motor dengan 
cara kredit di PT Armada Finance pada tahun 2018. Penyebab dari kredit 
macet ada berbagai alasan diantaranya untuk modal usaha, untuk putar 
balik, dan banyaknya keperluan, dan berbagai banyak alasan lainnya. 
 
Gambar : Wawancara dengan Infoman Bapak Rudi 
selaku kepala PT Armada Finance Salatiga 
Hasil wawancara peneliti dengan debitur yang bernama bapak 
FR benar bahwa beliau membeli motor di PT Armada Finance Salatiga 
dengan cara kredit. Bapak FR telah terlambat membayar selama tiga 
bulan. Pada waktu debitur tidak membayar angsuran kredit motor di PT 
Armada Finance Salatiga, debitur diberi teguran tiga kali karena 
terlambat membayar angsuran.62 
                                                          
62 Wawancara dengan Bapak FR, Debitur, tanggal 25 Oktober 2020 
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Penyelesaian perkara kredit macet atau wanprestasi dilakukan 
dengan berbagai cara oleh pihak PT Armada Finance yang dilakukan 
oleh kolektor dengan memberikan surat somasi/teguran. Apabila debitur 
yang telah diberi somasi masih tetap tidak menghiraukan somasi 
tersebut maka pihak PT Armada Finance dapat memaksa sehingga 
konsumen diharapkan menyelesaikan utangnya atau setidaknya 
menunjukan rasa itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya. 
Surat yang diberikan PT Armada Finance kepada konsumen sebanyak 
tiga kali. 
Somasi pertama diberikan jika konsumen macet selama satu 
bulan. sebelumnya kolektor melakukan musyawarah dengan konsumen 
untuk menanyakan kapan akan membayar angsuran dibulan tersebut, 
jika sudah terjadi kesepakatan antara kolektor dengan debitur dan 
debitur menyanggupi untuk membayar angusuran dan denda di tanggal 
yang telah ditentukan maka pihak PT Armada Finance akan 
memberikan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah 
ditentukan. Apabila debitur tidak menepati janjinya, maka akan 
diberikan surat somasi/teguran hingga tiga kali. Bukti somasi dapat 
digunakan pihak PT Armada Finance kepada debitut untuk alat bukti 
pada waktu eksekusi debitur.63 
                                                          
63 Wawancara dengan Bapak Rudi, Kepala PT Armada Finance Salatiga, Kantor PT 
Armada Finance Salatiga, tanggal 05 Oktober 2020  
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Selain dengan upaya somasi/teguran, PT Armada Finance juga 
melakukan langkah lain yang lebih tegas untuk debitur yang 
wanprestasi, yaitu dengan penarikan/sita jaminan. Jika debiitur tidak 
bisa memenuhi janjinya pada somasi/teguran satu sampai tiga kali, maka 
pihak PT Armada Finance akan memberikan Surat Kuasa Substitusi 
kepada kolektor untuk menarik atau menyita jaminan kendaraan motor 
tersebut. Dan pihak debitur masi di perbolehkan untuk menebus kembali 
barang jaminan dengan melunasi seluruh kewajiban hutangnya dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah tanggal penarikan barang jaminan.  
Bapak FR menyatakan bahwa benar beliau telah menunggak 
angsuran selama tiga bulan dan telah diberikan surat somasi/teguran dari 
pihak PT Armada Finance tiga kali. Akan tetapi pada jatuh tempo 
dibulan kedua dan ketiga bapak FR mengaku belum memiliki uang 
untuk membayar angusran, lalu kolektor memberikan waktu melunasi 
beberapa hari, akan tetapi pada hari yang telah dijanjikan masi belum 
bisa melunasinya dan kendaraan motor debitur akan ditarik/disita 
dengan menandatangani surat acara serah terima kendaraan.64 
Nampak jelas bahwa dalam transaksi jual beli kendaraan 
bermotor di PT Armada Finance dalam pembelian motor debitur di 
awal-awal bulan rajin membayar angsuran, namun beberapa bulan 
berikutnya debitur tidak membayar angsuran/cicilan. Maka terjadi 
                                                          
64 Wawancara dengan Bapak FR, Debitur, tanggal 25 Oktober 2020 
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penarikan atau sita jaminan dari pihak PT Armada Finance kepada 
debitur yang macet atau wanprestasi. 
Menurut karyawan di PT Armada Finance Salatiga, ada 
beberapa faktor lainnya yang menyebabkan debitur kredit macet yaitu:65 
a. Ada faktor kesengajaan dari sebagian konsumen yang demikian, 
karena sebagian manusia memang ada yang nakal dan tidak mau 
membayar. Motivasinya debitur hanya ingin menikmati barang 
baru. Kebanyakan yang demikian ini, dijumpai pada kredit sepeda 
motor.  
b. Setelah membayar uang muka, dan membayar 2 (dua) atau 3 (tiga) 
kali, bulan berikutnya angsurannya menjadi macet sama sekali. 
Kemacetan angsuran juga disebabkan karena pihak konsumen 
banyak utang di sana sini. Kebutuhan apa saja selalu dipenuhi, 
dengan tanpa mempertimbangkan dengan seksama penghasilan 
yang diterima setiap bulannya. Hal ini tidak terlepas dari sifat 
serakah manusia, karena apa yang dilihat selalu ingin sekali dimiliki, 
dan tidak memikirkan menstabilkan keadaan dimasa depan.66 
c. Disamping itu, ada pula yang disebabkan oleh faktor yang tidak 
dapat diduga sebelumnya, terutama yang berpenghasilan tidak tetap, 
yang tiba-tiba suatu saat penghasilannya menurun drastic atau 
bahkan tidak ada. Akibatnya angsuran barang kreditan menjadi 
                                                          
65 Wawancara dengan karyawan PT Armada Finance, Kantor PT Armada Finance 




macet. Dengan kemacetan angsuran ini, sudah tentu pihak produsen 
atau penjual tidak dapat menerima begitu saja. Karena dipandang 
konsumen telah ingkar janji, tidak dapat membayar hutangnya 
sebagaimana mestinya. Penagihan dilakukan oleh petugas PT 
Armada Finance secara berkala dan rutin. Dengan penagihan berkala 
debitur dengan sendirinya akan membayar tunggakan angsuran, 
karena seacara psikologis mereka akan merasa malu apalagi 
didatangi petugas penarikan angsuran atau debt kolektor secara 
rutin. 
Tidak semua debitur bisa diajak berkompromi tentang kredit 
macetnya, ada dari debitur tersebut yang sulit diajak untuk 
bermusyawarah, sehingga PT Armada Finance untuk melakukan 
penagihan langsung kepada debitur. Penagihan langsung baru akan 
dilakukan apabila PT Armada Finance telah beberapa kali memberikan 
somasi namun tidak dihargai oleh pihak debitur. 
Somasi atau peringatan oleh petugas PT Armada Finance kepada 
debitur agar debitur memenuhi perjanjian kredit untuk melunasi 
pembayaran utangnya, baik pokok maupun bunga yang telah melewati 
waktu jatuh tempo. Apabila waktu yang diberikan kepada debitur habis 
maka petugas PT Armada Finance menarik kendaraan motor tersebut.67 
                                                          
67 Wawancara dengan Bapak Rudi, Kepala PT Armada Finance Salatiga, Kantor Armada 
Finance Salatiga, 05 Oktober 2020 
75 
 
Dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang telah 
ditetapkan, apabila debitur lalai atau wanprestasi dalam membayar 
angsuran, maka kendaraan bermotor tersebut ditarik kembali oleh 
kreditur dan dilelang dengan harga pasaran. Hasil lelangan akan 
digunakan untuk melunasi angsuran, denda yang belum dibayar, 
maupun biaya lainnya yang dikeluarkan untuk menarik kembali 
kendaraan yang telah dijaminkan. Apabila dari hasil penjualan masih 
ada kekurangan maka debitur wajib melunasi sisanya. Karena uang-
uang angsuran tetap diperhitungkan. 
Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan 
Perusahaan yang melakukan jual beli kendaraan bermotor untuk 
kendaraan bermotor apabila jalan kekeluargaan tidak dapat ditempuh 
maka pihak perusahaan pun tidak dapat diperkenankan untuk 
melakukan penarikan secara sepihak, tetapi dapat meminta bantuan 
kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penarikan secara paksa 
dengan disertai penetapan pengadilan. Hal tersebut menunjukan bahwa 
perjanjian jual beli pada hakikatnya tidak memperkenankan penarikan 
kendaraan secara paksa atau sepihak dengan menggunakan debt 
collector yang telah dilakukan sebelumnya. Penarikan kendaraan 
bermotor sebagai bentuk parate eksekusi (eksekusi tanpa putusan 
hakim) tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum, yaitu 
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dilaksanakan oleh aparat hukum dengan didasari perintah dari Ketua 
Pengadilan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.68 
Penarikan kendaraan bermotor seharusnya dilaksanakan dengan 
mekanisme eksekusi oleh juru sita. Kendaraan yang dieksekusi dijual 
dengan mekanisme pelelangan ataupun penjualan dibawah tangan untuk 
memperoleh harga yang lebih tinggi dan bila terdapat kelebihan dari 
selisih antaraa kewajiban konsumen dari hasil penjualan maka selisih 
tersebut dikembalkan kepada pihak debitur. 
Berdasarkan hasil wawancara bahwa realita dalam pelaksanaan 
jual beli kendaraan bermotor menunjukan bahwa perusahaan 
pembiayaan melakukan penarikan kendaraan bermotor dari debitur 
secara sepihak apabila debitur lalai atau wanprestasi dan tidak 
melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 
dan telah dilakukan upaya persuasi tetapi tidak menyebabkan konsumen 
melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Penarikan kendaraan 
bermotor secara sepihak ini merupakan salah satu klausula yang terdapat 
pada perjanjian jual beli dan menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan 
untuk melakukan penarikan kendaraan yang menjadi bahan jaminan. 
Karena didalam perjanjian pun debitur sudah menyetujui perjanjian 
yang ada pada PT Armada Finance bahwa apabila terjadi keterlambatan 
pembayaran angusuran berturut-turut maka pihak debitur setuju adanya 
proses penarikan barang jaminan kepada pihak kreditur. 





2. Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Wanprestasi di PT 
Armada Finance Salatiga 
Penarikan kendaraan bermotor debitur yang memiliki kredit 
macet (wanprestasi) pada PT. Armada Finance Salatiga. Didalam 
pelaksanaan penagihan terhadap bapak FR, apabila bapak FR dapat 
ditemui, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil penagihan yang 
diperoleh, yaitu : 
a. Debitur menjanjikan kepada pihak PT Armada Finance Salatiga 
untuk membayar kewajibannya, yaitu melunasi angsuran yang 
dimiliki dalam jangka waktu tertentu 
b. Jika debitur mampu menyelesaikan angsuran yang dimilikinya, 
maka penarikan kendaraan bermotor tidak akan dilakukan dan 
proses dianggap clear sehingga uang debitur/konsumen dapat 
diproses. 
Apabila dalam pelaksanaan penagihan kepada bapak FR tidak 
dapat ditemui, maka PT Armada Finance Salatiga akan mengirimkan 
somasi kepada bapak FR. Pada hakikatnya, somasi dilakukan untuk 
memberikan peringatan kepada bapak FR karena bapak FR telah lalai 
dalam melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran 




Setelah adanya somasi pertama, terdapat juga 2 (dua) 
kemungkinan yang mungkin dilakukan oleh debitur: 
a. Pembayaran dilakukan oleh pihak bapak FR selaku debitur, maka 
proses dianggap clear sehingga uang debitur dapat diproses dan 
tentunya tidak terjadi penarikan kendaraan bermotor. 
b. Jika bapak FR tidak dapat membayar angsuran kendaraan 
bermotor yang dimiliki, maka pihak PT Armada Finance Salatiga 
akan mengirimkan somasi kedua terhadap debitur wanprestasi. 
Setelah somasi kedua, terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil yang 
diperoleh seperti pada proses somasi pertama, yaitu:  
d. Hasil penagihan yang dilakukan oleh PT Armada Finance Salatiga 
apabila pihak bapak FR selaku debitur wanprestasi dapat 
melakukan pembayaran, maka uang debitur/konsumen dapat 
diproses dan dianggap clear. 
e. Apabila pihak bapak FR masih tidak mampu membayar tunggakan 
angsuran yang dimiliki, maka PT Armada Finance Salatiga akan 
membuat penugasan untuk melakukan penarikan kendaraan 
kepada pihak bapak FR selaku debitur yang wanprestasi. 
Dalam perjanjian pembiayaan antara PT Armada Finance 
Salatiga dengan bapak FR selaku debitur memang tidak tercantum 
kapan waktu spesifik pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor akan 
dilakukan apabila debitur wanprestasi, hal ini dimaksudkan untuk 
mencegah adanya itikad buruk debitur. Itikad buruk yang dimaksud 
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dalam hal ini adalah, apabila debitur wanprestasi sudah mengetahui 
sejak awal kapan kendaraan bermotor akan ditarik oleh perusahaan 
pembiayaan, maka ada kemungkinan debitur wanprestasi akan 
“menghilangkan” dengan sengaja kendaraan bermotor tersebut sebelum 
ditarik oleh PT Armada Finance Salatiga, misalnya dengan 
menyembunyikan atau menjual kendaraan tersebut. Hal tersebut 
tentunya akan sangat merugikan pihak PT Armada Finance Salatiga. 
Penarikan kendaraan bermotor dilakukan oleh pihak PT Armada 
Finance Salatiga dengan mendatangi bapak FR selaku debitur sesuai 
dengan alamat tempat tinggal yang tercantum pada identitas yang 
terdapat dalam dokumen perjanjian pembiayaan. Pihak PT Armada 
Finance Salatiga melakukan penarikan kendaraan bermotor dengan 
dilengkapi dokumen-dokumen seperti surat kuasa untuk melakukan 
penarikan kendaraan, surat penarikan kendaraan, perjanjian pembiayaan 
antara bapak FR selaku debitur dengan PT Armada Finance Salatiga 
serta Sertifikat Jaminan Fidusia. 
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
memang tidak mengatur keabsahan penerima fidusia untuk mengambil 
objek yang menjadi jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Ketentuan 
mengenai hak Penerima Fidusia untuk mengambil barang terdapat 
dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan 
Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan 
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Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan 
Fidusia, yang menyebutkan bahwa penarikan benda jaminan fidusia 
berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib 
memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam 
undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para 
pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. 
Pada saat melakukan penarikan kendaraan bermotor yang 
dijamin dengan jaminan fidusia, penerima fidusia yaitu PT Armada 
Finance Salatiga wajib memberikan tembusan sertifikat jaminan fidusia 
yang diserahkan kepada pihak bapak FR selaku debitur. Dengan adanya 
sertifikat jaminan fidusia PT Armada Finance Salatiga mempunyai hak 
secara penuh untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan 
obyek jaminan fidusia. Setelah penarikan kendaraan bermotor 
dilakukan, PT Armada Finance Salatiga masih memberi waktu 7 hari 
kepada pihak bapak FR selaku debitur untuk membayar atau melunasi 
seluruh biaya denda, angsuran serta biaya lainnya. Apabila masih tidak 
ada itikad baik dari bapak FR untuk melunasi angsurannya maka PT 
Armada Finance melakukan proses pelelangan untuk membayar sisa 
angsuran, denda biaya lainnya. 
Berdasarkan hasil penjabaran prosedur penarikan kendaraan 
bermotor pada PT Armada Finance Salatiga di atas, dapat disimpulkan 
bahwa prosedur penarikan pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat dilihat dari pihak PT 
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Armada Finance yang melakukan penarikan kendaraan bermotor 
dengan dilengkapi dokumen-dokumen seperti surat kuasa untuk 
melakukan penarikan kendaraan, surat penarikan kendaraan, perjanjian 
pembiayaan antara debitur dengan PT Armada Finance Salatiga, serta 
Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan ditunjukan kepada debitur yang 
wanprestasi. 
 
D. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Penarikan 
Kendaraan Bermotor Menurut Hukum Perdata 
Pelaksanaan penyelesaian penarikan kendaraan bermotor akibat 
wanprestasi yaitu debitur tidak mematuhi apa yang menjadi 
kewajiban/ingkar janji untuk tidak membayar angsurannya sehingga debitur 
bisa dikatakan wanprestasi. Untuk mengikatkan debitur agar dapat 
memenuhi prestasinya, maka menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 
KUHPerdata, debitur harus mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai 
jaminan atas hutangnya kepada kreditur. 
Dalam praktek dilapangan PT Armada Finance Salatiga jaminan 
harta kekayaan ini dapat dibatasi dalam jumlah tertentu, sesuai batas 
pinjaman yang diperjanjikan. Artinya benda jaminan nilainya sepadan 
dengan nilai hutang debitur. 
Pada hasil wawancara peneliti dengan salah satu debitur yang 
bernama bapak FR bahwa beliau membeli motor di PT Armada Finance 
Salatiga dengan cara kredit. Dan bapak FR telah terlambat membayar 
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angsuran selama tiga bulan. Apabila bapak FR telah melakukan bentuk 
wanprestasi, maka upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu pihak PT 
Armada Finance Salatiga akan memberikan pernyataan lalai kepada bapak 
FR selaku debitur. Wanprestasi yang telah dilakukan oleh bapak FR harus 
dengan formal dinyatakan lalai lebih dahulu yaitu dengan memberi 
peringatan debitur bahwa hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus 
ditegur dengan diberi peringatan atau somasi. 
Cara pemberian teguran terhadap debitur yang wanprestasi telah 
diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menentukan bahwa teguran itu 
harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Surat teguran harus 
dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali, dengan mempertimbangkan jarak 
tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal debitur. Tenggang waktu 
yang ideal untuk menyampaikan surat peringatan (somasi) I, II, III adalah 
30 (tiga puluh) hari. Maka waktu yang diperlukan untuk itu selama 3 (tiga) 
bulan.  
Pihak PT Armada Finance Salatiga memberi Surat Peringatan 
Terakhir (SPT) sebagai peringatan terakhir kepada bapak FR yang tidak 
mau membayar angsuran hutang pembiayaan. Apabila Surat Peringatan 
Terakhir (SPT) tidak juga ditanggapi bapak FR pihak debitur, maka pihak 
PT Armada Finance Salatiga atau juru sita akan melakukan eksekusi atau 
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penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan yang ada 
ditangan debitur.69 
Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 
1999 menyatakan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi 
terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam kasus penelitian 
ini yaitu kendaraan bermotor, dapat dilakukan dengan cara : 
a. Eksekusi fidusia dengan titel eksekutorial 
Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus 
tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu melalui parate eksekusi. Parate 
eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau tanpa 
campuran tangan pengadilan. Parate eksekusi dalam hukum jaminan 
semula hanya diberikan kepada PT Armada Finance Salatiga 
penerima hipotik pertama dan kepada penerima gadai. 
Dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam 
parate eksekusi. Di antaranya parate eksekusi penerima hipotik 
pertama, parate eksekusi penerima hak tanggungan pertama, parate 
eksekusi penerima gadai, parate eksekusi penerima fidusia.  
b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. 
                                                          
69 Wawancara dengan Bapak Rudi, Kepala PT Armada Finance Salatiga, Kantor PT 
Armada Finance Salatiga, 05 Oktober 2020 
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Pada prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi 
objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan 
cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun 
demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan 
tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik 
pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan 
penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh 
pemberi fidusia bapak FR selaku debitur dan penerima fidusia PT 
Armada Finance Salatiga selaku kreditur dan syarat jangka waktu 
pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.  
c. Penjualan di bawah tangan. 
Pelaksanaan penjualan bawah tangan yang dilakukan 
berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan 
cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan 
para pihak dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak 
diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima 
fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan 
sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 
bersangkutan. 
Jadi pada prinsipnya pelaksanaan penjualan di bawah tangan 
dilakukan oleh pemberi fidusia sendiri yaitu bapak FR selaku debitur, 
selanjutnya hasil penjualan tersebut diserahkan kepada penerima 
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fidusia yaitu pihak PT Armada Finance selaku kreditur untuk melunasi 
hutang pemberi fidusia atau debitur. 
 
Namun untuk mempermudah pihak PT Armada Finance Salatiga 
selaku kreditur sendiri lebih sering menggunakan ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi 
fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi 
fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada 
waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda 
yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta 
bantuan pihak yang berwenang. 
Hak untuk bapak FR selaku debitur sendiri diatur dalam Undang-
Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hak Perlindungan Konsumen yang 
dimuat dalam Pasal 4 dan 5.70 Dalam kasus yang penulis teliti, debitur 
melalaikan kewajibannya dan tidak memiliki itikad baik untuk membayar 
angsuran secara tepat waktu kepada pihak PT Armada Finance Salatiga. 
Maka hak debitur menjadi hilang, uang muka dan angsuran dari debitur 
hangus karena sebelumnya diawal perjanjian dan pembayaran uang muka 
debitur sendiri sudah mendapatkan barangnya. Debitur bisa mendapatkan 
haknya apabila debitur melaksanakan kewajibannya.  
                                                          
70 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hak dan Perlindungan Konsumen  
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Dalam ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang menentukan bahwa 
tiap perjanjian selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian 
salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pembatalan 
tersebut harus dimintakan kepada hakim.71 
Akan tetapi pada kenyataan yang dijumpai dalam suatu kontrak baku 
adalah ketentuan bahwa para pihak yang telah bersepakat menyimpang atau 
melepaskan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akibat 
hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu 
dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal 
demi hukum. 
Dalam praktik PT Armada Finance Salatiga, para pihak yang 
melakukan perjanjian selalu mencantumkan suatu klausula bahwa mereka 
sepakat untuk melepaskan atau menyampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat 
(2) KUHPerdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka 
perjanjian itu batal demi hukum.72 
Ada beberapa alasan yang mendukung pencantuman klausula ini, 
misalnya dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya.73 Sehingga pencantuman klausula yang 
melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata, harus ditaati oleh 
para pihak. Selain itu jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan 
                                                          
71Subekti,2002, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, hlm 148 




membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak 
efisien bagi pelaku bisnis. 
Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, jika 
nilai objek  dalam kasus penelitian ini penarikan kendaraan bermotor pada 
jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 
34 Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai 
penjaminan, penerima fidusia pihak PT Armada Finance Salatiga wajib 
mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia (debitur). 
Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, 
debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. 
Pihak bapak FR selaku debitur dan pihak lembaga pembiayaan PT 
Armada Finance Salatiga sudah saling mengetahui hak dan kewajiban 
masing-masing serta konsekuensinya yang harus ditanggung. Berdasar 
keseluruhan proses penarikan dan penjualan barang jaminan, maka 
mekanisme penarikan barang jaminan akibat wanprestasi yang dilakukan 





ANALISIS TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENARIKAN 
KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT WANPRESTASI DI PT ARMADA 
FINANCE SALATIGA 
 
A. Analisis Mekanisme Penyelesaian Terhadap Penarikan Kendaraan 
Bermotor Akibat Wanprestasi di PT Armada Finance Salatiga 
Menurut dari hasil wawancara dengan bapak Rudi selaku kepala 
cabang PT Armada Finance Salatiga, mekanisme penyelesaian kredit 
wanprestasi di PT Armada Finance Salatiga dapat ditindak lanjuti dengan 
permintaan pemenuhan kewajiban pembayaran, baik dengan pelunasan 
ataupun eksekusi barang jaminan fidusia oleh pihak PT Armada Finance 
Salatiga sebagai penerima jaminan fidusia. Karena didalam perjanjian 
pembiayaan tersebut disebutkan dimana pihak PT Armada Finance Salatiga 
merupakan pemilik barang sebagai objek jaminan fidusia, jika tidak terjadi 
pemenuhan kewajiban pembayaran, maka pihak PT Armada Finance Salatiga 
dapat mengambil barang jaminan dari pihak debitur. 
Dalam praktek dilapangan PT Armada Finance Salatiga jaminan 
harta kekayaan ini dapat dibatasi dalam jumlah tertentu, sesuai batas pinjaman 




Pada hasil wawancara peneliti dengan salah satu debitur yang 
bernama bapak FR bahwa beliau membeli motor di PT Armada Finance 
Salatiga dengan cara kredit. Dan bapak FR telah terlambat membayar 
angsuran selama tiga bulan. Apabila bapak FR telah melakukan bentuk 
wanprestasi, maka upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu pihak PT 
Armada Finance Salatiga akan memberikan pernyataan lalai kepada bapak FR 
selaku debitur. Wanprestasi yang telah dilakukan oleh bapak FR harus dengan 
formal dinyatakan lalai lebih dahulu yaitu dengan memberi peringatan debitur 
bahwa hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan diberi 
peringatan atau somasi.74 
Apabila dalam suatu perjanjian pihak debitur tidak melaksanakan 
apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan debitur telah melakukan 
wanprestasi. Dapat juga dikatakan bahwa debitur telah lalai atau alpa atau 
ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal 
yang dilarang/tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yaitu pihak/para 
pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau 
konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian). Pelaksanaan 
perjanjian pembiayaan untuk pihak debitur di PT Armada Finance Salatiga, 
apabila debitur wanprestasi yang terjadi diantaranya: 
a. Debitur tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana 
ditentukan dalam perjanjian, tidak melakukan pembayaran angsuran 
                                                          
74 Wawancara dengan Bapak Rudi, Kepala PT Armada Finance Salatiga, Kantor PT 
Armada Finance Salatiga, 05 Oktober 2020 
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hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal jatuh angsuran 
b. Debitur tidak memenuhi kewajiban seperti merawat dan menjaga 
keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan kerusakan, hilang 
atau musnah, satu dan lain hal atas resiko sendiri 
c. Debitur melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan 
seperti menjual, meminjamkan atau melakukan perbuatan-perbuatan 
lain yang bertujuan dan/atau berakibat beralihnya barang jaminan 
tersebut kepada pihak lain siapapun adanya, dengan bentuk dan cara 
apapun juga, tanpa pemberitahuan kepada pihak kreditur.  
d. Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan 
pihak lain siapapun. 
Agar debitur dapat memenuhi perjanjiannya, maka penyelesaian 
terhadap debitur yang wanprestasi dengan cara memberikan teguran terhadap 
debitur yang wanprestasi yaitu dengan surat perintah atau dengan akta sejenis 
itu telah dinyatakan lalai dengan lewatnya batas waktu dalam perjanjian.  
Apabila debitur telah melakukan wanprestasi maka akan 
menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan. 
Wanprestasi mengakibatkan kreditur dapat menutut berupa sanksi. Sanksi 
yang diberikan kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi yaitu : 
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi. 
b. Pembatalan perjanjian.  
91 
 
Dari tinjauan diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu 
perjanjian debitur harus memenuhi prestasinya atau membayar angsuran yang 
sudah diperjanjikan agar tidak ada timbulnya wanprestasi dan penarikan 
kendaraan barang jaminan. 
Semua ketentuan tersebut dilaksanakan oleh PT Armada Finance 
Salatiga dalam melaksanakan penyelesaian akibat debitur wanprestasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa barang jaminan yang ditarik oleh PT Armada 
Finance Salatiga adalah milik debitur yang berupa kendaraan. Barang tersebut 
dijadikan jaminan oleh debitur sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh PT 
Armada Finance Salatiga selaku kreditur sebagai jaminan utang. Namun yang 
dijadikan pengikat hanyalah surat kepemilikannya saja. 
 
B. Analisis Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Wanprestasi di PT 
Armada Finance Salatiga 
Upaya pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor akibat 
wanprestasi yaitu debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajiban/ingkar 
janji untuk tidak membayar angsurannya sehingga debitur bisa dikatakan 
wanprestasi. Untuk mengikatkan debitur agar dapat memenuhi prestasinya, 
maka didalam klausula X nomor 1 (satu) yang ada pada Ketentuan dan Syarat 
Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Armada Finance Salatiga, yang 
berisi debitur menyerahkan barang jaminan berupa kendaraan bermotor, 
bahwa barang jaminan yang dimaksud terdiri dari unit fisik kendaraan 
bermotor dan buku pemilikan kendaraan bermotor. Bahwa pemberian barang 
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tersebut dilakukan pengikatan tersendiri dengan perjanjian penyerahan hak 
milik secara fidusia atau dengan akta jaminan fidusia yaitu mempertaruhkan 
harta kekayaannya sebagai jaminan atas hutangnya kepada kreditur.  
Upaya awal yang dilakukan PT Armada Finance Salatiga dalam 
menangani kredit macet yang dilakukan debitur wanprestasi adalah 
memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 
(satu) bulan dengan tujuan meminta tanggung jawab dan itikad baik untuk 
menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok, angsuran bunga, dan denda. 
Proses pemberian surat peringatan atau somasi yaitu : 
a. Kirimkan surat somasi I (satu) dengan disertai undangan untuk datang 
ke kantor. Kemudian operation departemen memberitahukan kepada 
collection departemen untuk melakukan penagihan angsuran kerumah 
debitur dengan diberi surat somasi dan form survey ulang guna 
memastikan apakah kesalahan tersebut terjadi karena faktor intern 
(tidak dilakukan survey) atau memang kesalahan debitur yang 
bersangkutan. Apabila kesalahan merupakan kesalahan dari debitur 
maka akan ditindak lanjuti. 
b. Apabila tidak ada respon baik dari pihak debitur maka akan dikirimkan 
surat somasi II (dua) dengan disertai undangan untuk datang kekantor. 
Dalam hal ini operation departemen harus menganalisa penyebab 
keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur, 
termasuk posisi kendaraan dan keberadaan debitur apakah masih berada 
di tempat tinggalnya atau kabur. 
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c. Apabila masih tidak ada respon dari pihak debitur, maka akan 
dikirimkan surat somasi III dengan disertai undangan untuk datang 
kekantor. Hal ini merupakan peringatan terakhir dan melakukan 
kunjungan yang lebih intensif untuk mengecek lebih lanjut kebaradaan 
debitur dan posisi kendaraan. Kemudian mengecek secara jelas siapa 
yang menerima surat somasi tersebut. 
Selain dengan upaya somasi, PT Armada Finance juga melakukan 
langkah lain yang lebih tegas untuk debitur yang wanprestasi, yaitu 
penarikan/sita dengan menunjukan surat perintah penarikan dan sertifikat 
jaminan fidusia. Jika debitur tidak bisa memenuhi janjinya pada somasi satu 
sampai tiga kali, maka pihak PT Armada Finance Salatiga akan memberikan 
Surat Kuasa Substitusi kepada kolektor untuk menarik atau menyita jaminan 
kendaraan motor tersebut. Dan pihak debitur masih di perbolehkan untuk 
menebus kembali barang jaminan dengan melunasi seluruh kewajiban 
hutangnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah tanggal penarikan 
barang jaminan.  
Selanjutnya apabila pihak debitur masih tidak ingin melunasi 
seluruh kewajiban hutangnya maka pihak kreditur melanjutkan yang ada di 
dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan, 
apabila debitur lalai atau wanprestasi dalam membayar angsuran, maka 
kendaraan bermotor tersebut ditarik kembali oleh kreditur dan dilelang 
dengan harga pasaran. Hasil lelangan akan digunakan untuk melunasi 
angsuran, denda yang belum dibayar, maupun biaya lainnya yang dikeluarkan 
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untuk menarik kembali kendaraan yang telah dijaminkan. Apabila dari hasil 
penjualan masih ada kekurangan maka debitur wajib melunasi sisanya. 
Karena uang-uang angsuran tetap diperhitungkan. 
Dalam praktik PT Armada Finance Salatiga pada klausula XVI 
nomor 2 (dua) yang ada pada Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian 
Fasilitas Pembiayaan PT Armada Finance Salatiga, para pihak yang 
melakukan perjanjian selalu mencantumkan suatu klausula bahwa mereka 
sepakat untuk melepaskan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 
KUHPerdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian itu 
batal demi hukum. Selain itu jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan 
membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak 
efisien bagi pelaku bisnis. 
Berdasarkan ketentuan diatas, mekanisme penarikan kendaraan 
bermotor akibat wanprestasi bahwa pihak PT Armada Finance Salatiga sudah 
sesuai prosedur dengan melakukan teguran atau somasi, apabila debitur 
mengabaikan dalam 3 (tiga) kali somasi maka pihak PT Armada Finance 
Salatiga melakukan penarikan kendaraan barang jaminan, untuk melakukan 
penarikan barang jaminan PT Armada Finance Salatiga membawa sertifikat 
jaminan fidusia, surat dokumen bukti bahwa debitur telah lalai dalam 




C. Analisis Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Penarikan Kendaraan 
Bermotor Akibat Wanprestasi  
Analisis peneliti berdasarkan tinjauan hukum perdata di dalam kasus 
penarikan kendaraan bermotor akibat wanprestasi di PT Armada Finance 
Salatiga sudah sesuai yang ada di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, 
yaitu debitur harus mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan 
atas hutangnya kepada kreditur. 
Upaya penarikan kendaraan bermotor akibat debitur wanprestasi 
disebabkan debitur tidak mematuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya 
dengan tidak membayar angsurannya sehingga debitur bisa dikatakan 
wanprestasi. Untuk mengikatkan debitur agar dapat memenuhi prestasinya, 
maka menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, debitur harus 
mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan atas hutangnya 
kepada kreditur.   
Pada hasil wawancara peneliti dengan salah satu debitur PT Armada 
Finance Salatiga yang bernama bapak FR, bahwa beliau membeli motor 
menggunakan lembaga pembiayaan PT Armada Finance Salatiga dengan 
cara kredit. Bapak FR selaku debitur telah terlambat membayar angsuran 
selama tiga kali berturut-turut dan bisa dikatakan bahwa bapak FR tidak 
memenuhi prestasinya atau wanprestasi. Upaya yang dilakukan pihak 
kreditur kepada debitur yang wanprestasi yaitu ditindak lanjuti dengan 
memberikan penyataan lalai dan memberikan somasi atau surat permintaan 
pemenuhan kewajiban pembayaran, baik dengan pelunanasan ataupun 
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eksekusi barang jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan pembiayaan PT 
Armada Finance Salatiga sebagai penerima jaminan fidusia.  
Cara pemberian teguran terhadap debitur yang wanprestasi telah 
diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu debitur lalai apabila dengan 
surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. 
upaya penyelesaian wanprestasi didasarkan pada beberapa keadaan, yaitu 
diantaranya : 
1. Debitur overdue (1-10 hari) 
Vertel mengingatkan debitur lewat telefon serta 
mengkonfirmasikan bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta 
debitur untuk melakukan pembayaran dengan tetap selalu menjaga 
hubungan baik antara PT Armada Finance Salatiga dengan debitur 
agar angsuran berikutnya debitur selalu membayar tempat waktu. 
2. Debtur overdue (11-20 hari) 
Pihak PT Armada Finance Salatiga berkunjung langsung 
kerumah debitur melalui Costmer Marketing Officer untuk 
mengingatkan agar segera membayar angsuran beserta denda 
keterlambatan pembayaran. 
3. Debitur overdue (21-30 hari) 
Pihak PT Armada Finance Salatiga menurunkan tam collection 
kerumah debitur untuk mengikuti dan menganalisa kasus penyebab 
terjadinya keterlambatan pembiayaan yang dialami debitur, diikuti 
dengan pengecekan objek perjanjian berupa kendaraan bermotor, dan 
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mengingatkan pihak debitur untuk bertanggung jawab dengan 
memberikan surat peringatan. 
4. Debitur overdue (31-40 hari)  
Debitur dalam posisi ini sudah masuk dalam kategori debitur 
yang memiliki kemampuan pembayaran angsuran yang buruk, surat 
peringatan pertama sampai surat peringatan terakhir sudah seharusnya 
sampai pada debitur dan debitur tidak membayar angsuran hutangnya 
juga, maka pihak PT Armada Finance Salatiga dapat melakukan 
penarikan kendaraan. Sebelum melakukan penarikan kendaraan 
bermotor, perlu mempersiapkan data-data pendukung, proses 
penarikan, dan diusahakan pendekatan dengan debitur agar proses 
penarikan berjalan dengan lancer. 
5. Debitur overdue (41-60 hari) 
Pada kondisi seperti ini, pihak PT Armada Finance Salatiga 
memperkerjakan jasa debt collector untuk menyelesaikan 
permasalahan secepatnya. Pada kunjungan kali ini pihak debt 
collector harus lebih intensif untuk menyelesaikan masalah antara 
pihak debitur dengan pihak ketiga, pada saat ini keberadaan objek 
yang diperjanjikan sudah digadai ditangan pihak ketiga, sekaligus 
mengeluarkan Surat Peringatan Terakhir (SPT). 
6. Debitur overdue (61-90 hari) 
Debitur dalam posisi ini adalah debitur yang telah dilakukan 
penarikan kendaraan karena debitur telah melakukan kelalaian dalam 
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melakukan pembayaran dari 60 hari. Kemudian dilakukan penjualan 
melalui pelelangan umum untuk mengambil atau pembayaran 
pelunasan utang. Penjualan dibawah tangan dilakukan oleh pemberi 
fidusia sendiri dan dilaksanakan setelah 1 (satu) bulan pemberitahuan 
tertulis dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar setempat. 
Selanjutnya hasil penjualan tersebut diserahkan kepada penerima 
fidusia yaitu kreditur pihak PT Armada Finance Salatiga untuk 
melunasi hutang pemberi fidusia atau debitur. 
 
Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, 
menurut Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999 
menyatakan sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial 
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, kekuatan eksekutorial dijelaskan dapat langsung dilaksanakan 
tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak. 
Apabila debitur cidera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk 
menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya 
sendiri. Dan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999 
juga menyatakan pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia 
dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dalam hal pemberi 
fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada 
waktu eksekusi dilaksanakan.  
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Maksud Pasal 15 dan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia 
No.42 Tahun 1999 yaitu pihak PT Armada Finance mempunyai hak untuk 
melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, 
kemudian setelah eksekusi jaminan fidusia pihak PT Armada Finance 
Salatiga melakukan penjualan agunan melalui pelelangan umum, penjualan 
dilakukan 1 (satu) bulan sejak penarikan kendaraan.  Penerima fidusia pihak 
PT Armada Finance Salatiga wajib mengembalikan apabila ada kelebihan 
dari hasil pelelangan dan kepada pemberi fidusia (debitur) jika hasil 
eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung 
jawab atas sisa utang yang belum terbayarkan. 
Di dalam ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang menentukan 
bahwa tiap perjanjian selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa 
kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. 
Pembatalan tersebut harus dimintakan pada hakim. Jadi kreditur tidak bisa 
melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.75 
Akan tetapi pada kenyataan yang dijumpai dalam suatu kontrak baku 
adalah ketentuan bahwa para pihak yang telah bersepakat menyimpang atau 
melepaskan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akibat 
hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu 
dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal 
demi hukum. Selain itu jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan 
                                                          
75Subekti,2002, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, hlm 148 
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membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak 
efisien bagi pelaku bisnis.  
Menurut analisis peneliti dalam hal tinjauan hukum penyelesain 
penarikan kendaraan bermotor apakah sudah sesuai dengan tinjauan 
hukumnya. Didalam perjanjian pembiayaan debitur dan kreditur sudah 
sesuai dan saling sepakat yang diatur pada Pasal 1131 dan Pasal 1131 
KUHPerdata yaitu debitur harus mempertaruhkan harta kekayaannya 
sebagai jaminan atas hutangnya kepada kreditur. Apabila debitur 




















1. Upaya mekanisme penyelesaian kredit macet dalam perjanjian 
pembiayaan sebelumnya pihak PT Armada Finance Salatiga telah 
memberikan pernyataan lalai kepada debitur, agar debitur memenuhi 
perjanjiannya maka pihak PT Armada Finance memberikan surat 
teguran atau somasi agar debitur segera membayar angsuran serta denda 
keterlambatan pembayaran. Apabila debitur belum mampu membayar 
angsurannya selama tiga bulan berturut-turut, maka akibat hukum bagi 
debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan 
bermotor adalah hak eksekusi atas jaminan kredit berupa penarikan 
barang jaminan dan pihak PT Armada Finance Salatiga memberikan 
Surat Kuasa Substitusi kepada kolektor untuk menarik atau menyita 
jaminan kendaraan motor tersebut. Uang hasil penjualan barang jaminan 
kendaraan motor digunakan untuk melunasi hutang debitur, apabila ada 
kelebihan hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada debitur, 
tetapi bila hasil penjualannya tidak menutup kekurangan angsuran kredit 
maka pihak debitur wajib membayar kekurangannya.  
2. Upaya penarikan kendaraan bermotor yang bilamana debitur melanggar 
syarat dan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati maka pihak 
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PT Armada Finance Salatiga menentukan klausula X nomor 1 (satu) 
yang ada pada Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas 
Pembiayaan PT Armada Finance Salatiga, yang berisi debitur 
menyerahkan barang jaminan berupa kendaraan bermotor. Bilamana 
debitur wanprestasi maka pihak PT Armada Finance Salatiga memberi 
somasi/teguran agar debitur segera membayar angsuran serta denda 
keterlambatan pembayaran sesuai yang telah disepakati. Ketentuan 
tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, jika nilai objek  dalam 
kasus penelitian ini penarikan kendaraan bermotor pada jaminan fidusia 
melebihi besarnya utang yang dijamin. PT Armada Finance Salatiga 
sudah memperingati debitur dengan Surat Peringatan I (somasi I), 
apabila pihak debitur tidak menanggapi Surat Peringatan (somasi II) 
tersebut maka akan dilanjutkan dengan Surat Peringatan (somasi III), 
jika masih tidak ditanggapi juga oleh debitur. Pihak kreditur memberi 
Surat Peringatan (SPT), jika tidak juga ditanggapi pihak debitur maka 
pihak PT Armada Finance Salatiga akan melakukan eksekusi atau 
penarikan barang jaminan. Setelah eksekusi jaminan pihak debitur 
masih bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu 7 tujuh hari setelah 
barang jaminan disita. 
3. Upaya penyelesaian penarikan kendaraan bermotor yang ditinjau dalam 
hukum perdata. Untuk mengikatkan debitur agar dapat memenuhi 
prestasinya, maka dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata 
menyebutkan debitur harus mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai 
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jaminan atas hutangnya kepada kreditur. Upaya yang dilakukan pihak 
kreditur kepada debitur yang wanprestasi yaitu memberlakukan 
ketentuan pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menentukan bahwa 
teguran itu harus menggunakan surat perintah(somasi) atau akta sejenis, 
ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia. Jika 
teguran dan surat perintah (somasi) tidak ditanggapi oleh debitur, maka 
pihak PT Armada Finance Salatiga akan melakukan eksekusi atau 
penarikan barang jaminan. Untuk eksekusi sita barang jaminan sendiri 
menggunakan ketentuan yang diatur pada Pasal 15 dan Pasal 30 
Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999, kemudian pihak 
debitur sepakat untuk melepaskan dan tidak memberlakukan ketentuan 
yang ada pada Pasal 1266 KUHPerdata. 
 
B. Saran 
Berkaitan dengan tinjauan hukum dari penarikan kendaraan 
bermotor akibat wanprestasi di PT Armada Finance Salatiga, maka penulis 
menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Hendaknya seseorang harus lebih bijak dan teliti dalam melaksanakan 
suatu perjanjian. Begitupun dengan perjanjian pembiayaan jual beli 
kendaraan secara kredit harus sesuai dengan prinsip perlindungan 
konsumen. Hendaknya para debitur benar-benar membutuhkan 
kendaraan bermotor, memiliki pekerjaan yang dapat melunasi angsuran 
tiap bulannya, mempunyai itikad baik dalam perjanjian dan 
104 
 
melaksanakan haknya, kewajibannya untuk membayar angsuran kredit 
tanpa harus diberi somasi/peringatan terus menerus sehingga perjanjian 
tersebut dapat dilakukan dengan baik sesuai kesepakatan para pihak. 
2. Kepada kreditur yaitu PT Armada Finance Salatiga harus lebih berhati-
hati dalam melakukan pembiayaan dan melakukan wawancara kepada 
debitur yang akan mengajukan kredit. Sebelum melakukan pembiayaan 
harus lebih diperhatikan lagi mengenai riwayat perusahaan, 
karakter/kepribadian, kondisi ekonomi, cara calon debitur membayar 
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